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ABSTRAK
Nur Amaliah Ramadhani. A31107024. Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan
Gadai Syariah PT Bank BNI Syariah Tbk. Cabang  Makassar. Dibimbing oleh DR.H.
Abdul Hamid Habbe SE, M.Si. (Pembimibing I) dan Drs. Abdul Rahman Ak
(Pembimbing II)
Kata Kunci: Gadai Syariah, Ijarah, PSAK 107, dan Fatwa DSN MUI No.26/DSN-
MUI/III/2002.
Konsep yang jauh dari riba dan sesuai dengan syariat Islam, membuat produk
perbankan syariah menjadi pilihan umat Muslim di Indonesia yang berniat
menjalankan agama secara kaffah. Gadai Emas Syariah dari BNI Syariah disebut juga
pembiayaan Rahn yang merupakan penyerahan jaminan atau hak penguasaan secara
fisik atas barang berharga berupa emas (lantakan dan atau perhiasan beserta
aksesorisnya) kepada bank sebagai jaminan atas pembiayaan (qardh) yang diterima.
Penelitian ini bertujuan 1)Untuk mengetahui kesesuaian perlakuan akuntansi
atas pembiayaan gadai syariah Bank BNI Syariah dengan PSAK 107(akad ijarah ).
2)Mengetahui kesesuaian gadai emas syariah di Bank BNI Syariah dengan Fatwa
DSN MUI No.26/DSN-MUI/III/2002.(3)Mengetahui tingkat pengembalian
pendapatan (keuntungan) dari pembiayaan gadai syariah pada PT. Bank Negara
Indonesia Syariah, Tbk. Cabang Makassar. Jenis penelitian ini adalah deskriptif.
Adapun pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah dengan metode
wawancara terhadap karyawan Bank BNI Syariah Kantor Syariah Cabang Makassar
dan menggunakan data berupa pedoman akuntansi dan perlakuan akuntansi ijarah
yang diterapkan dalam produk Pembiayaan BNI iB Gadai Emas. Dari hasil penelitian
PT. Bank BNI Syariah telah menjalangkan pedoman akuntansi PSAK 107, dan telah
sesuai dengan penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia
No.26/DSN-MUI/III/2002. Serta Tingkat pengembalian keuntungan dari pendapatan
pembiayaan gadai syariah (rahn) untuk tahun 2010 ke tahun 2011 mengalami
peningkatan.
ABSTRACT
Nur Amaliah Ramadhani. A31107024. Accounting Treatment Analysis Financing Islamic
Pawn Tbk PT Bank BNI Syariah. Makassar branch. Guided by DR.H. Abdul Hamid Habbe
SE, M.Si. (Supervisor I) and Drs. Abdul Rahman Ak (Supervisor II)
Keywords: Gadai Syariah, Ijarah, SFAS 107, and the MUI Fatwa No.26/DSN-MUI/III/2002
DSN.
The concept is far from usury and in accordance with Islamic law, making Islamic banking
products being preferred by Muslims in Indonesia who intends to run a religious fanatic.
Gold Pawn of BNI Syariah Islamic financing also called Rahn which guarantees the delivery
of a physical or property rights over valuable items such as gold (bullion and its accessories
or jewelry) to the bank as collateral for financing (qardh) received.
This study aimed 1) to determine the suitability of the accounting treatment of mortgage
financing Islamic Bank BNI Syariah with SFAS 107 (ijara contract). 2) Knowing the
suitability of gold pawning at sharia Bank BNI Syariah the MUI Fatwa DSN No.26/DSN-
MUI/III/2002. (3) Knowing the rate of return of income (profit) of the Islamic mortgage
finance at PT. Islamic Bank Negara Indonesia, Tbk. Makassar branch. This research is
descriptive. The data collection was conducted by the author with interviews of the
employees of Bank BNI Syariah Sharia Branch Office Makassar and use the data in the form
of guidelines for accounting and the accounting treatment applied to the product ijara
financing iB BNI Gold Pawn. From the research PT. Bank BNI Syariah menjalangkan
accounting guidance SFAS 107, and are in accordance with the application of Sharia Fatwa
Council National Council of Ulama Indonesia No.26/DSN-MUI/III/2002. As well as the rate
of return advantage of sharia mortgage financing income (rahn) for 2010 to 2011 has
increased.
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Seiring dengan perkembangan sektor perbankan di Indonesia, bank-bank yang
ada berusaha untuk selalu meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanannya guna
menarik nasabah baru dan juga untuk menjaga loyalitas nasabah lama. Hal tersebut
berlaku pula untuk perkembangan perbankan syariah saat ini yang semakin
menunjukan tren positif. Tidak hanya pasarnya yang kian besar, perbankan syariah
juga terus mengeluarkan berbagai produk unggulan yang diminati masyarakat.
Konsepnya yang jauh dari riba dan sesuai dengan syariat Islam, membuat produk
perbankan syariah menjadi pilihan umat Muslim di Indonesia yang berniat
menjalankan agama secara kaffah.
Adapun beberapa dari produk bank telah dipasarkan salah satunya yaitu
pembiayaan gadai emas syariah (Rahn) yang merupakan penyerahan jaminan/hak
penguasaan secara fisik atas barang berharga berupa emas (lantakan atau perhiasan)
kepada bank sebagai jaminan atas pembiayaan (qardh) yang diterima. Gadai emas
Syariah ini dapat dimanfaatkan oleh nasabah yang membutuhkan dana jangka pendek
dan keperluan yang mendesak. Misalnya menjelang tahun ajaran baru, hari raya,
kebutuhan modal kerja jangka pendek dan sebagainya.
2Pada bank konvensional pembiayaan gadai emas merupakan hal yang lumrah
untuk memberikan pinjaman kredit bagi para nasabahnya. Bahkan beberapa bank
konvensional dapat meningkatkan pendapatannya dengan mengeluarkan pembiayaan
gadai emas tersebut. Karena pembiayaan gadai emas merupakan suatu produk yang
dapat memberikan nilai jual yang cukup tinggi bagi bank tersebut.
Akan tetapi dalam bank yang berbasis syariah hal tersebut berbeda dari bank
konvensional yang melakukan proses transaksi dengan system ribawi (pengambilan
keuntungan dengan mengenakan bunga). Bank syariah dalam usahanya memberikan
pembiayaan dan jasa lainnya selalu berlandaskan pada prinsip syariah, antara lain
dengan tidak menggunakan sistem bunga untuk aktivitas perbankannya. Karena
bunga merupakan jenis riba yang diharamkan dalam Islam. Menurut Rivai dan Arifin
(2010:323), “riba berarti meningkat, tambahan, perluasan ataupun peningkatan.
Dalam Islam riba dapat didefinisikan sebagai “premi” yang harus dibayar dari si
peminjam kepada yang meminjamkan bersama dengan jumlah pokoknya sebagai
kondisi dari jatuh tempo atau berakhirnya masa pinjaman”. Sesuai dengan yang
disebutkan dalam Al-Qur’an Surah Al-Baqarah ayat 278-279 yaitu:
 َﻦِﯿﻨِﻣْﺆُﻣ ُْﻢﺘْﻨُﻛ ِْنإ َﺎﺑ ﱢﺮﻟا َﻦِﻣ َﻲَِﻘﺑ ﺎَﻣ اوُرَذَو َ ﱠﷲ اُﻮﻘﱠﺗا اُﻮﻨََﻣآ َﻦﯾِﺬﱠﻟا ﺎَﮭﱡَﯾأ َﺎﯾ)278( َْﻢﻟ ِْنَﺈﻓ
 َﻻَو َنﻮُِﻤﻠْﻈَﺗ َﻻ ْﻢُِﻜﻟاَﻮَْﻣأ ُسوُءُر ْﻢُﻜَﻠَﻓ ُْﻢﺘُْﺒﺗ ِْنإَو ِﮫِﻟﻮُﺳَرَو ِ ﱠﷲ َﻦِﻣ ٍبْﺮَِﺤﺑ اُﻮﻧَْذَﺄﻓ اُﻮﻠَﻌَْﻔﺗ
 ُْﻈﺗ َنﻮَُﻤﻠ)279(
Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan
tinggalkanlah sisa-sisa riba, jika kamu orang-orang yang beriman. Jika kau tidak
melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika
3kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim
(merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).
Produk-produk berbasis syariah pada dasarnya memiliki karakteristik misalnya,
menetapkan uang sebagai alat tukar bukan komoditas yang diperdagangkan, tidak
memungut bunga dalam berbagai bentuk produk karena riba, dan melakukan bisnis
untuk memperoleh imbalan atas jasa dan atau bagi hasil. Salah satu produknya yaitu
gadai syariah, yang merupakan praktik transaksi keuangan yang sudah lama
dijalankan oleh bangsa Indonesia dengan menjalankan praktik utang piutang dengan
jaminan barang. Pembiayaan gadai syariah atau rahn dalam pengoperasiannya
menggunakan metode Fee Based Income (FBI) tetapi adapula yang menggunakan
atau mudharabah (bagi hasil).
Pembiayaan gadai syariah membutuhkan kerangka akuntansi yang menyeluruh
yang dapat menghasilkan pengukuran akuntansi yang tepat dan sesuai sehingga dapat
mengkomunikasikan informasi akuntansi secara tepat waktu dengan kualitas yang
dapat diandalkan serta mengurangi adanya perbedaan perlakuan akuntansi antara
bank syariah yang satu dengan yang lain. Pada penerapan sistem syariah, tentu
mempunyai sistem perlakuan akuntansi yang berbeda dengan perlakuan akuntansi
konvensional pada umumnya. Kebutuhan dalam menetapkan metode pengukuran
akuntansi, terutama pembiayaan gadai syariah harus disesuaikan dengan peraturan
perbankan dan ketentuan-ketentuan syariah yang telah diatur.
4Semakin besarnya minat masyarakat akan pembiayaan gadai syariah, maka
perbankan syariah yang merupakan salah satu lembaga yang menyediakan produk
tersebut harus tetap dikawal agar tidak ada banker yang melakukan penyimpangan
terhadap sistem yang telah ada karena dapat merusak citra perbankan syariah di mata
masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan terhadap penerapan dan
pelaksanaan produk pembiayaan dalam hal ini difokuskan mengenai perlakuan
akuntansi pembiayaan gadai syariah agar masyarakat yang telah menggunakan
produk tersebut semakin yakin dengan prinsip syariah yang telah dijelaskan dan
untuk masyarakat yang belum memanfaatkan produk pembiayaan menjadi yakin dan
tertarik dengan  produk tersebut.
Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.26/DSN-
MUI/III/2002 dengan akad ijarah (PSAK 107) merupakan panduan dalam pengakuan,
pengukuran penyajian, dan pengungkapan yang berhubungan dengan pembiayaan
gadai syariah. PSAK ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2008. Penerapan Fatwa
Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.26/DSN-MUI/III/2002 dan
dengan akad pendamping dari gadai syariah yaitu akad ijarah (PSAK 107) untuk
pembiayaan dengan gadai syariah akan memberikan kontribusi terhadap pencapaian
target pertumbuhan perbankan syariah karena peraturan tersebut merupakan
formulasi yang dibuat oleh para pakar ekonomi syariah dan para akuntan di IAI.
Dengan demikian, kepercayaan masyarakat akan bertambah dalam memanfaatkan
produk pembiayaan gadai syariah.
5Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, penulis tertarik untuk
mengetahui lebih lanjut bagaimana perlakuan akuntansi pada pembiayaan gadai
syariah, sehingga menjadi latar belakang penulis untuk mengadakan penelitian yang
mengangkat judul “Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Gadai Syariah
PT. Bank BNI Syariah, Tbk. Cabang Makassar.”
1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas yang
menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:
1. Apakah perlakuan akuntansi atas pembiayaan gadai syariah yang diterapkan
Bank BNI Syariah telah sesuai dengan PSAK 107 (akad ijarah )?
2. Apakah gadai emas syariah di Bank BNI Syariah telah sesuai Fatwa DSN
MUI No.26/DSN-MUI/III/2002?
3. Bagaimanakah tingkat pengembalian pendapatan (keuntungan) pembiayaan
gadai syariah pada PT. Bank Negara Indonesia Syariah, Tbk. Cabang
Makassar?
1.3. Batasan Masalah
Berdasarkan permasalahan yang telah ditetapkan dan objek penelitian yang
diteliti, maka penulis memberikan batasan yaitu hanya pada perlakuan akuntansi
gadai emas dan bukan membahas tentang gadai dengan barang jaminan benda lain
selain emas.
61.4. Tujuan Penelitian
Adapula tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah:
1. Untuk mengetahui kesesuaian perlakuan akuntansi atas pembiayaan gadai
syariah Bank BNI Syariah dengan PSAK 107(akad ijarah ).
2. Mengetahui kesesuaian gadai emas syariah di Bank BNI Syariah dengan
Fatwa DSN MUI No.26/DSN-MUI/III/2002.
3. Mengetahui tingkat pengembalian pendapatan (keuntungan) dari pembiayaan
gadai syariah pada PT. Bank Negara Indonesia Syariah, Tbk. Cabang
Makassar.
1.5. Manfaat Penelitian
Adapula manfaat penelitian yang diharapkan dapat dicapai yaitu:
1. Bagi peneliti, dapat menambah pengetahuan dibidang perbankan syariah
khususnya pembiayaan gadai syariah, untuk memenuhi sebagian dari syarat
guna mencapai gelar sarjana ekonomi, dan untuk mensyiarkan nilai-nilai
ajaran Islam pada masyarakat.
2. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan
pertimbangan sebagai Input atau kontribusi bagi manajemen PT. Bank BNI
Syariah, Tbk. Cabang Makassar.
3. Bagi masyarakat dan almamater, dapat menambah pengetahuan mengenai
perbankan syariah sehingga dapat menggunakan jasa dan produk-produk
bank syariah dan juga dapat dijadikan referensi untuk penelitian berikutnya
7yang lebih baik lagi bagi civitas Universitas Hasanuddin khususnya
mahasiswa fakultas ekonomi jurusan akuntansi.
1.6. Sistematika Penulisan
Dalam penelitian ini, pembahasan dan penyajian hasil penelitian akan
disusun dengan materi sebagai berikut:
BAB I : PENDAHULUAN
Pada bab ini akan dikemukakan tentang latar belakang permasalahan,
batasan penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta
sistematika penulisan.
BAB II : LANDASAN TEORI
Pada bab ini menjelaskan pengertian dan teori-teori yang mendasari
dan berkaitan dengan pembahasan dalam skripsi ini, yang digunakan sebagai
pedoman dalam menganalisis masalah. Teori-teori yang digunakan berasal
dari literatur-literatur yang ada baik dari perkuliahan maupun sumber lain.
BAB III : METODE PENELITIAN
Pada bab ini diuraikan perihal jenis penelitian, objek dan lokasi
penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik
analisis data yang akan dipakai.
BAB IV : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN
Pada bab ini berisikan Gambaran Umum Perusahaan yang berisi
tentang sejarah singkat perusahaan, visi dan misi perusahaan, struktur
8organisasi dan job description masing-masing divisi yang terdapat pada
perusahaan.
BAB V : ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Pada bab ini akan dibahas mengenai hasil observasi pada objek yang
dipilh sebagai tempat mendapatkan informasi serta data yang dibutuhkan.
Disini juga akan dibahas mengenai mekanisme gadai emas syariah serta
analisis perlakuan akuntansi gadai syariah berdasarkan Fatwa Dewan Syariah
Nasional Majelis Ulama Indonesia No.26/DSN-MUI/III/2002 dan akad
pendamping dari gadai syariah yaitu akad ijarah (PSAK 107). Hasil analisis
ini disajikan dalam bentuk deskriptif atas semua data yang diperoleh dari hasil
observasi dengan berpedoman pada landasan teori.
BAB VI : PENUTUP
Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran yang berkaitan
dengan pembahasan dan studi dan kebijaksanaan selanjutnya.
9BAB II
LANDASAN TEORI
2.1. Tinjauan tentang Gadai Syariah (Rahn)
2.1.1. Pengertian Gadai Syariah
Gadai (Rahn) secara etimologis berarti tsubut (tetap), dawam (terus-
menerus) dan habs (menahan). Adapun rahn secara terminologis adalah
menjadikan harta benda sebagai jaminan hutang agar hutang itu dilunasi
(dikembalikan) atau dibayarkan harganya jika tidak dapat mengembalikan
hutangnya. (At-Thayyar, 2004).
Rahn juga dapat diartikan dengan menjadikan suatu benda yang
mempunyai nilai dalam pandangan hukum untuk kepercayaan suatu utang,
sehingga memungkinkan mengambil seluruh atau sebagian utang dari benda
itu (Sabiq, 1985).
Istilah rahn menurut Imam Ibnu Mandzur diartikan apa-apa yang
diberikan sebagai jaminan atas suatu manfaat barang yang diagunkan (Ibn
Mandzur, 1999). Ulama Mazhab Maliki mendefinisikan rahn sebagai “harta
yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat“.
Ulama Mazhab Hanafi mendefinisikannya dengan “menjadikan suatu barang
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sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai
pembayar hak tersebut, baik seluruhnya maupun sebagiannya“.
Sedangakan pengertian gadai yang dalam Pasal 1150 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang
mempunyai piutang atas suatu barang bergerak tersebut diserahkan kepada
orang yang berpiutang oleh orang yang mempunyai utang. Oleh karena itu,
makna gadai (rahn) dalam bahasa hukum perundang-undangan disebut
sebagai barang jaminan atau agunan.
Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa gadai
(rahn) adalah harta yang dijadikan oleh pemiliknya sebagai jaminan utang dan
kepercayaan terhadap utang, yang dapat dijadikan (seluruh atau sebagiannya)
untuk pembayaran utang apabila orang yang berhutang tidak dapat membayar
hutangnya.
2.1.2 Landasan Gadai dalam Islam
Adapun yang menjadi landasan dalam gadai syariah bersumber dari Al Qur’an
dan Hadits Rasulullah SAW yakni :
AL Qur’an
1) Al Qur’an Al-Baqarah Ayat 282
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu
bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan,
hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di
antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis
enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka
hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu
mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa
kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun
daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya
atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan,
maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan
persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di
antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki
dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya
jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah
saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil;
dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar
sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi
Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak
(menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika
mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu,
maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan
persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan
saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian),
maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan
bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha
Mengetahui segala sesuatu.
2) Al Qur’an Al-Baqarah Ayat 283
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Artinya: “jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak
secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, hendaklah
ada barang dagangan yang d pegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi
jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah
yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa
kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu menyembunyikan
persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka
sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha
Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al Baqarah (2): 283).
Ayat ini menerangkan dalam hal muamalah yang tidak tunai, yang
dilakukan dalam perjalanan dan tidak ada seorang juru tulis yang akan
menuliskannya, maka hendaklah ada barang tanggungan (jaminan) yang
dipegang oleh pihak yang berpiutang. Kecuali jika masing-masing percaya-
mempercayai dan menyerahkan/berserah diri kepada Allah, maka
muamalah itu boleh dilakukan tanpa adanya barang tanggungan.
Ayat ini tidaklah menetapkan bahwa jaminan itu hanya boleh
dilakukan dengan syarat dalam perjalanan, muamalah tidak dengan tunai
dan tidak ada juru tulis, tetapi ayat ini hanya menyatakan bahwa dalam
keadaan tersebut boleh dilakukan muamalah dengan memakai jaminan.
Dalam keadaan yang lain boleh juga memakai jaminan sesuai dengan hadis
yang diriwayatkan Bukhari bahwa Nabi Muhammad saw pernah
menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi di Madinah.
3) Al Qur’an Al Maidah Ayat 2
 ْاُﻮﻧَوﺎََﻌﺗَو َﻰﻠَﻋ  ﱢﺮﺒْﻟا ىَﻮْﻘﱠﺘﻟاَو
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Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan
dan takwa
4) Al Qur’an Al Qashas Ayat 26
Adalah kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang
yang bekerja (pada kita), Karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang
kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang Kuat lagi dapat
dipercaya"
Ayat pada surah Al Baqarah dan Al Qashas menerangkan dalam hal
muamalah yang berdasarkan akad Ijarah yang berkaitan dengan gadai
syariah dimana  saling tolong menolong dalam hal sewa menyewa baik iyu
barang maupun jasa tidaklah disalahkan.
Hadits
Adapun hadits yang menjelaskan perihal dari gadai, antara lain :
 Hadits riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisya r.a. berkata:
“Aisyah RA berkata bahwa Rasulullah Saw membeli makan dari sorang
Yahudi dan menjamin kepadanya baju besi”.
 Hadis Nabi riwayat al-Syafi'i, al-Daraquthni dan Ibnu Majah dari Abu
Hurairah, Nabi s.a.w. bersabda:
"Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang
menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung
resikonya."
 Hadits Nabi riwayat Jama’ah, kecuali Muslim dan Nasa'i, Nabi s.a.w.
bersabda:
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"Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan
menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat
diperah susunya dengan menanggung biayanya. Bagi yang
menggunakan kendaraan dan memerah susu wajib menyediakan biaya
perawatan dan pemeliharaan."
Selain Al-Qur’an dan Hadits gadai syariah juga merujuk pada Fatwa
DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai syariah (Ar-Rahn) yang
menetapkan hukum bahwa Gadai Syariah dibolehkan, dengan ketentuan
sebagaimana diatur dalam fatwa. Adapun ketentuan mengenai akad Rahn
tersebut yakni:
Pertama: Hukum
Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam
bentuk rahn dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut.
Kedua: Ketentuan Umum
1. Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan marhun
(barang) sampai semua utang rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin. Pada prinsipnya,
marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin rahin,
dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya itu sekedar
pengganti biaya pemeliharaan dan perawatan.
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3. Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi
kewajiban rahin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin, sedangkan
biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin.
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh
ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan marhun:
a. Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahn untuk
segera melunasi utangnya.
b. Apabila rahin tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka marhun
dijual paksa/ dieksekusi melalui lelang/jual sesuai syariah.
c. Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya
pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya
penjualan.
d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya
menjadi kewajiban rahin.
Sedangkan untuk gadai emas syariah, menurut Fatwa DSN No.26/DSN-
MUI/III/2002 harus memenuhi ketentuan umum sebagai berikut:
a. Rahn Emas dibolehkan berdasarkan prinsip Rahn (lihat fatwa DSN
No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn).
b. Rahn emas boleh digunakan berdasarkan prinsip Ar-Rahn.
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c. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (marhun) ditanggung oleh
penggadai (rahin).
d. Biaya penyimpanan barang (marhun) dilakukan berdasarkan akad
ijarah.
2.1.3. Rukun dan Syarat Gadai Syariah
Transaksi gadai menurut syariah haruslah memenuhi rukun dan syarat
tertentu gadai syariah, diantaranya:
1. Rukun gadai :
a. Pelaku, terdiri atas ar-rahin (yang menggadaikan) dan al-murtahin (yang
menerima gadai).
b. Al-Marhun yaitu barang yang digunakan rahin untuk dijadikan jaminan
dalam mendapatkan utang.
c. Al-Marhun bih (Utang), Syarat utang adalah wajib dikembalikan oleh
debitur kepada kreditur, utang tersebut dapat dilunasi dengan agunan
tersebut, dan utang itu harus jelas (harus spesifik).
d. Sighat, Ijab dan Qabul
Apabila semua ketentuan yang telah disebutkan terpenuhi, sesuai
ketentuan syariah, dan dilakukanah oleh orang yang layak melakukan
tasharruf, maka akad ar-rahn tersebut sudah sah.
2. Syarat gadai:
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a. Sighat, dengan syarat tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan waktu
yang akan datang.
b. Pihak-pihak yang berakad cakap menurut hukum, yang ditandai dengan
aqil baligh, berakal sehat dan mampu melakukan akad.
c. Utang (Marhun Bih) mempunyai pengertian bahwa utang adalah kewajiban
bagi pihak yang berutang untuk membayar kepada pihak yang memberi
piutang, barang yang dapat dimanfaatkan, jika tidak bermanfaat maka tidak
sah, dan barang tersebut dapat dimanfaatkan.
d. Marhun adalah harta yang dipegang oleh murtahin (penerima gadai) atau
wakilnya sebagai jaminan utang.
Secara umum transaksi yang digunakan dalam gadai syariah, misalnya di
pegadaian syariah adalah transaksi yang menggunakan dua akad yaitu (a) akad
rahn dan (b) akad ijarah. Meskipun, secara konsep kedua akad dimaksud,
sesungguhnya mempunyai perbedaan. Namun, dalam teknis pelaksanaannya.
maka nasabah (rahin) tidak perlu mengadakan akad dua kali.
a. Akad Rahn. Rahn yang dimaksud adalah menahan harta milik si peminjam
sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan
memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian
piutangnya. Dengan akad ini, lembaga keuangan syariah menahan barang
bergerak sebagai jaminan atas uang nasabah.
18
b. Akad Ijarah. Dalam gadai syariah dengan akad ijarah, penerima gadai dapat
menyewakan tempat penyimpanan barang kepada nasabahnya. Berarti
nasabah (rahin) memberikan fee kepada murtahin ketika masa kontrak
berakhir dan murtahin mengembalikan marhun kepada rahin.
Dalam hal ini pegadaian syariah, mekanisme operasional melalui akad rahn
nasabah menyerahkan barang bergerak dan kemudian pegadaian menyimpan dan
merawatnya di tempat yang telah disediakan oleh pegadaian. Akibat yang timbul
dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai
investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan dan keseluruhan proses
kegiatannya. Atas dasar ini dibenarkan lagi bagi pegadaian mengenakan biaya
sewa kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak.
Pegadaian syariah akan memperoleh keuntungan hanya dari biaya sewa tempat
yang dipungut bukan tambahan berupa bunga atau sewa modal yang
diperhitungkan dari uang pinjaman.
2.1.4 Aplikasi dalam Perbankan
Dalam hal perbankan syariah, akad rahn digunakan pada 2 (dua) hal
sebagai berikut:
1) Sebagai produk pelengkap, yaitu sebagai akad tambahan (jaminan) bagi
produk lain misalnya pembiayaan murabahah.
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2) Sebagai produk tersendiri. Bedanya dengan pegadaian biasa, pada rahn
nasabah tidak dikenal bunga; yang dipungut dari nasabah adalah biaya
penaksiran (valuation), pentipan, pemeliharaan, penjagaan, dan
administrasi.
2.1.5 Gadai Emas dan Mekanisme Produk di Bank Syariah
2.1.5.1 Gadai Emas
Gadai Emas di perbankan syariah merupakan produk pembiayaan atas
dasar jaminan berupa emas dalam bentuk lantakan ataupun perhiasan sebagai
salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat, aman dan mudah.
Cepat dari pihak nasabah dalam mendapatkan dana pinjaman tanpa prosedur
yang panjang di bandingkan dengan produk pembiayaan lainnya. Aman dari
pihak bank, karena bank memiliki barang jaminan yaitu emas yang bernilai
tinggi dan relatif stabil bahkan nilainya cenderung bertambah. Mudah berarti
pihak nasabah dapat kembali memiliki emas yang digadaikannya dengan
mengembalikan sejumlah uang pinjaman dari bank, sedangkan mudah dari
pihak bank yaitu ketika nasabah tidak mampu mengembalikan pinjamannya
(utang) maka bank dengan mudah dapat menjualnya dengan harga yang
bersaing karena nilai emas yang stabil bahkan bertambah.
Prinsip yang digunakan dalam gadai emas syariah baik di bank syariah
ataupun di pegadaian syariah tidak berbeda dengan prinsip gadai pada
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umumnya. Mulai dari persyaratan, biaya (ongkos) administrasi, biaya
pemeliharaan/ penyimpanan, hingga mekanisme penjualan barang gadaian
ketika pihak yang menggadaikan tidak dapat melunasi utangnya.
Gadai emas memiliki keistimewaan tersendiri dibandingkan dengan
barang gadaian lainnya. Emas merupakan logam mulia yang bernilai tinggi
dan harganya relative stabil bahkan selalu menunjukkan tren yang positif
setiap tahunnya. Emas juga merupakan barang atau harta yang dapat dengan
mudah dimiliki oleh setiap orang khususnya emas dalam bentuk perhiasan.
Ketika seseorang membutuhkan uang tunai, maka ia dapat dengan mudah
menggadaikan perhiasaannya kepada lembaga penggadaian atau bank syariah.
Setelah ia dapat melunasi utangnya, ia dapat memiliki kembali perhiasannya.
Artinya, seseorang dengan mudah mendapatkan uang tunai tanpa harus
menjual emas atau perhiasan yang dimilikinya.
Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam gadai emas syariah
baik di bank syariah maupun di lembaga yang menawarkan produk gadai
emas syariah. Hal yang dimaksud adalah biaya administrasi dan biaya
pemeliharaan.
Biaya Administrasi
Biaya administrasi adalah ongkos atau pengorbanan materi yang
dikeluarkan oleh bank dalam hal pelaksanaan akad gadai dengan penggadai
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(rahin). Pada umumnya ulama sepakat bahwa segala biaya yang bersumber
dari barang yang digadaikan adalah menjadi tanggungan penggadai. Oleh
karena itu, biaya administrasi gadai dibebankan kepada penggadai.
Karena biaya administrasi merupakan ongkos yang dikeluarkan bank,
maka pihak bank yang lebih mengetahui dalam menghitung rincian biaya
administrasi. Setelah bank menghitung total biaya administrasi, kemudian
nasabah atau penggadai mengganti biaya administrasi tersebut.
Namun, tidak banyak atau bahkan sangat jarang nasabah yang
mengetahui rincian biaya administrasi tersebut.Bank hanya menginformasikan
total biaya administrasi yang harus ditanggung oleh nasabah atau penggadai
tanpa menyebutkan rinciannya. Keterbukaan dalam menginformasikan rincian
biaya administrasi tersebut sangat penting dalam rangka keterbukaan yang
kaitannya dengan ridha bi ridha, karena biaya administrasi tersebut
dibebankan kepada nasabah atau penggadai.
Dewan Syariah Nasional dalam Fatwa No. 26/ DSN-MUI/ III/2002
menyebutkan bahwa biaya atau ongkos yang ditanggung oleh penggadai
besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan. Artinya,
penggadai harus mengetahui besar rincian dan pengeluaran apa saja yang
dikeluarkan oleh bank untuk melaksanakan akad gadai, seperti biaya materai,
jasa penaksiran, formulir akad, foto copy, print out, dll. Sehingga hal tersebut
yang juga menyebabkan biaya administrasi harus dibayar di depan.
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Biaya Pemeliharaan
Biaya pemeliharaan atau penyimpanan merupakan biaya yang
dibutuhkan untuk merawat barang gadaian selama jangka waktu pada akad
gadai. Sesuai dengan pendapat beberapa jumhur ulama biaya pemeliharaan
atau penyimpanan menjadi tanggungan penggadai (rahin). Karena pada
dasarnya penggadai (rahin) masih menjadi pemilik dari barang gadaian
tersebut, sehingga dia bertanggungjawab atas seluruh biaya yang dikeluarkan
dari barang gadai miliknya.
Akad yang digunakan untuk penerapan biaya pemeliharaan atau
penyimpanan adalah akad ijarah (sewa). Artinya, penggadai (rahin) menyewa
tempat di bank untuk menyimpan atau menitipkan barang gadainya, kemudian
bank menetapkan biaya sewa tempat. Dalam pengertian lainnya, penggadai
(rahin) menggunakan jasa bank untuk menyimpan atau memelihara barang
gadainya hingga jangka waktu gadai berakhir. Biaya pemeliharaan/
penyimpanan ataupun biaya sewa tersebut diperbolehkan oleh para ulama
dengan merujuk kepada diperbolehkannya akad ijarah.
Biaya pemeliharaan/penyimpanan/sewa dapat berupa biaya sewa tempat
SDB (Save Deposit Box), biaya pemeliharaan, biaya keamanan, dan biaya
lainnya yang diperlukan untuk memelihara atau menyimpan barang gadai
tersebut.
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Dengan akad ijarah dalam pemeliharaan atau penyimpanan barang
gadaian bank dapat memperoleh pendapatan yang sah dan halal. Bank akan
mendapatkan fee atau upah atas jasa yang diberikan kepada penggadai atau
bayaran atas jasa sewa yang diberikan kepada penggadai.
Oleh karena itu, gadai emas syariah sangat bermanfaat bagi penggadai
yang membutuhkan dana tunai dengan cepat dan bagi pihak bank yang
menyediakan jasa gadai emas syariah karena bank akan mendapatkan
pemasukan atau keuntungan dari jasa penitipan barang gadaian dan bukan dari
kegiatan gadai itu sendiri.
2.1.5.2 Mekanisme Produk Gadai Emas di Bank Syariah
Bagi calon nasabah yang ingin mengajukan permohonan dapat
mendatangi bank-bank syariah yang menyediakan fasilitas pembiayaan gadai
emas dengan memenuhi persyaratan:
1. Identitas diri KTP/SIM yang masih berlaku.
2. Perorangan WNI.
3. Cakap secara hukum.
4. Mempunyai rekening giro atau tabungan di bank syariah tersebut.
5. Menyampaikan NPWP (untuk pembiayaan tertentu sesuai dengan aturan
yang berlaku).
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6. Adanya barang jaminan berupa emas. Bentuk dapat emas batangan, emas
perhiasaan atau emas koin dengan kemurnian minimal 18 karat atau kadar
emas 75%. Sedangkan jenisnya adalah emas merah dan kuning.
7. Memberikan keterangan yang diperlukan dengan benar mengenai alamat,
data penghasilan dan lainnya.
Selanjutnya pihak bank syariah akan melakukan analisis pinjaman yang
meliputi:
1. Petugas bank memeriksa kelengkapan dan kebenaran syarat-syarat calon
pemohon peminjam.
2. Penaksir melakukan analisis terhadap data pemohon, keaslian dan
karatase jaminan berupa emas, sumber pengembalian pinjaman,
penampilan atau tingkah laku calon nasabah yang mencurigakan.
3. Jika menurut analisis, pemohon layak maka bank akan menerbitkan
pinjaman dengan gadai emas. Jumlah pinjaman disesuaikan dengan
maksimal pinjaman sebesar 80% dari taksiran emas yang disesuaikan
dengan harga standar.
4. Realisasi pinjaman dapat dicairkan setelah akad pinjaman sesuai dengan
ketentuan bank.
5. Nasabah dikenakan biaya administrasi, biaya sewa dari jumlah pinjaman.
Contoh perhitungan:
 Biaya sewa (BS) : Rp 1.500/ gram/ bulan
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 Berat emas ditaksir (BED) : 20 gram
 Karatase emas ditaksir (KED) : 22 karat
 Harga standar emas 24 karat (HSE) : Rp 250.000/ gram
 Jangka waktu sewa (JW) : 4 bulan
Dari data di atas diperoleh perhitungan:
 Biaya sewa tempat penyimpanan emas perhitungannya:
BED x JW x Rp 1.500,00 200 gram x 4 bulan x Rp 1.500 = Rp
120.000,00
 Harga taksiran emas:
BED x HSE x KED/ 24 karat 20 gram x Rp 250.000,00 x 22/ 24 =
Rp 4.583.333,00
 Maksimal pinjaman:
Rp 4.583.333,00 x 80% = Rp 3.666.666,00 (dibulatkan ke bawah)
menjadi Rp 3.600.000,00
6. Pelunasan dilakukan sekaligus pada saat jatuh tempo.
7. Apabila sampai dengan waktu yang ditetapkan nasabah tidak dapat
melunasi dan proses kolektibilitas tidak dapat diakukan, maka jaminan
dijual dibawah tangan dengan ketentuan:
a. Nasabah tidak dapat melunasi pinjaman sejak tanggal jatuh tempo
pinjaman dan tidak dapat diperbaharui;
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b. Diupayakan sepengetahuan nasabah dan kepada nasabah diberikan
kesempatan untuk mencari calon pemilik. Apabila tidak dapat dilakukan,
maka bank melelangnya sesuai dengan syariah.
2.2. Bank Syariah
2.2.1. Definisi Bank Syariah
Syariah berasal dari kata bahasa Arab yang secara harfiah berarti jalan yang
ditempuh atau garis yang mesti dilaluinya.
Bank syariah menurut Alma dalam Asmitha (2009:7) adalah bank yang
dalam prinsip, operasional, maupun produknya dikembangkan dengan berdasarkan
pada nilai-nilai yang terkadung dalam Al-Quran dan petunjuk-petunjuk
operasional pada hadis Muhammad Rasulullah SAW.
Dalam RUU No. 10 tahun 1998 disebutkan bahwa bank umum merupakan
lembaga keuangan yang melaksanakan kegiatan usaha secara  konvensional atau
berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu
lintas pembayaran. Lebih lanjut dijelaskan bahwa prinsip syariah adalah peraturan
perjanjian berdasarkan hukum Islam antara pihak bank dengan pihak lain untuk
menyimpannya, pembiayaan atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan
syariah. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, Bank Syariah berarti bank yang
tata cara operasionalnya  didasari dengan tata cara Islam yang mengacu pada
ketentuan Al-Quran dan Al Hadits. Prinsip utama yang diikuti Bank Islam yaitu:
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1. Larangan riba dalam berbagai bentuk transaksi;
2. Melakukan kegiatan usaha dan perdagangan berdasarkan perolehan
keuntungan yang sah;
3. Memberikan atau mengeluarkan zakat.
2.2.2. Asas, Tujuan, dan Fungsi Bank Syariah
Dalam Undang-Undang perbankan syariah tahun 2008 dijelaskan bahwa
perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip
syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.
Sedangkan tujuan didirikannya bank syariah yaitu untuk menciptakan suatu
keadilan dibidang ekonomi, dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan
investasi sehingga tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal
dengan pihak yang membutuhkan dana, meningkatkan kualitas hidup umat dengan
jalan membuka peluang berusaha yang lebar dan menjaga kestabilan ekonomi/
moneter serta menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan,
khususnya bank serta menanggulangi kemandirian lembaga keuangan dari
pengaruh gejolak moneter baik dalam negeri maupun luar negeri.
Adapun fungsi bank syariah yaitu bank syariah dan UUS wajib menjalankan
fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, menjalankan fungsi sosial
dalam bentuk lembaga baitul mal yaitu menerima dana yang berasal dari zakat,
infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada
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organisasi pengelola zakat, serta menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf
uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf sesuai dengan kehendak
pemberi wakaf.
2.2.3. Asumsi Dasar Akuntansi Perbankan Syariah
Pada awalnya bank syariah mempergunakan konsep dasar kas (cash basis)
dalam melakukan pencatatan pendapatan, sedangkan untuk membukukan beban
yang dikeluarkan mempergunakan konsep dasar akrual (accrual basis). Hal ini
dilakukan karena telah terjadi kepastian bahwa pada saat membukukan pendapatan
mempergunakan konsep dasar kas, karena pendapatan telah benar-benar diterima.
Asumsi dasar konsep akuntansi keuangan secara umum tidak berbeda dengan
asumsi dasar konsep akuntansi bank syariah, yaitu :
1). Dasar Akrual, yaitu pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat
kejadian (dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) dan
dicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada
periode bersangkutan, dan
2). Kelangsungan Usaha (going concern), yaitu laporan keuangan biasanya
disusun atas dasar asumsi kelangsungan usaha perusahaan dan akan
melanjutkan usahanya di masa depan.
2.3. Tinjauan tentang Akuntansi Ijarah (PSAK 107)
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PSAK 107 ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi ijarah,
serta yang mencakup pengaturan untuk pembiayaan multijasa yang
menggunakan akad ijarah kecuali pada perlakuan akuntansi untuk obligasi
syariah yang menggunakan akad ijarah. Pembiayaan multijasa yang
menggunakan akad ini menyesuaikan dengan Fatwa DSN No.44/DSN-
MUI/VIII/2004 tentang pembiayaan multijasa yang mengatur beberapa
ketentuan sebagai berikut:
1) Pembiayaan multijasa hukumnya boleh (jaiz) dengan menggunakan akad
ijarah atau kafalah
2) Dalam hal LKS (Lembaga Keuangan Syariah) menggunakan akad ijarah,
maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam Fatwa Ijarah.
3) Dlam pembiayaan multijasa tersebut, LKS dapat memperoleh imbalan jasa
(ujrah) atau fee.
4) Besar ujrah atau fee harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk
nominal bukan dalam bentuk persentase (%).
2.3.1 Defenisi
Adapun beberapa definisi yang terkait telah dijelaskan dalam PSAK 107
ini antara lain sebagai berikut:
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a. Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu aset dalam
waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah) tanpa diikuti dengan
pemindahan kepemilikan aset itu sendiri.
b. Ijarah muntahiyah bittamlik adalah ijarah dengan wa’ad perpindahan
kepemilikan obyek ijarah pada saat tertentu.
c. Nilai wajar adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu aset
antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai
dalam suatu transaksi dengan wajar (arms length transaction).
d. Obyek ijarah adalah manfaat dari penggunaan aset berwujud atau tidak
berwujud.
2.3.2. Karakteristik
Beberapa karakteristik mengenai transaksi Ijarah yang dijelaskan dalam
PSAK ini diantaranya:
1) Ijarah merupakan sewa-menyewa obyek ijarah tanpa perpindahan risiko
dan manfaat yang terkait kepemilikan aset terkait, dengan atau tanpa wa’ad
untuk memindahkan kepemilikan dari pemilik (mu’jir) kepada penyewa
(musta’jir) pada saat tertentu.
2) Perpindahan kepemilikan suatu aset yang diijarahkan dari pemilik kepada
penyewa, dalam ijarah muntahiyah bittamlik, dilakukan jika seluruh
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pembayaran sewa atas objek ijarah yang dialihkan telah diselesaikan dan
obyek ijarah telah diserahkan kepada penyewa.
3) Pemilik dapat meminta penyewa untuk menyerahkan jaminan atas ijarah
untuk menghindari risiko kerugian.
4) Jumlah, ukuran, dan jenis obyek ijarah harus jelas diketahui dan tercantum
dalam akad.
2.3.4. Perlakuan Akuntansi Gadai Syariah
Dalam Rahn emas penentuan biaya dan pendapatan sewa (ijarah) atau
penyimpanan dilakukan berdasarkan akad pendamping dari gadai syariah
yaitu akad ijarah (PSAK 107) yang terkait dimana pengakuan dan
pengukurannya serta pengungkapan dan penyajiannya adalah:
Pengakuan dan Pengukuran
Terdapat beberapa ketentuan untuk pengakuan dan pengukuran yang
dijelaskan dalam PSAK 107, yakni:
1. Pinjaman/ kas dinilai sebesar jumlah yang dipinjamkan pada saat
terjadinya.
2. Pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas aset
(sewa tempat) telah diserahkan kepada penyewa (rahin).
3. Pengakuan biaya penyimpanan diakui pada saat terjadinya.
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Penyajian dan Pengungkapan
Berdasarkan penjelasan yang terdapat dalam PSAK 107, penyajian dan
pengungkapan meliputi:
1. Penyajian, pendapatan ijarah disajikan secara neto setelah dikurangi
beban-beban yang terkait. Misalnya baban pemeliharaan dan perbaikan,
dan sebagainya.
2. Pengungkapan, murtahin mengungkapkan pada laporan terkait transaksi
ijarah dan ijarah muntahiyah bit tamlik.
(a) penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak
terbatas pada:
 keberadaan wa’ad pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang
digunakan (jika ada wa’ad pengalihan kepemilikan).
 pembatasan-pembatasan.
 agunan yang digunakan.
(b) keberadaan transaksi jual-dan-ijarah (jika ada).
Ilustrasi jurnal
a) pada saat bank menerima barang gadai tidak dijurnal tetapi hanya membuat
tanda terima.
b) Pada saat bank membayarkan uang tunai kepada rahin
Pembiayaan Gadai/ piutang Rp xxx
Kas Rp xxx
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c) Pada saat bank menerima uang umtuk biaya sewa atas manfaat aset (sewa
tempat) yang merupakan pendapatan sewa bagi bank.
Kas/ piutang Rp xxx
Pendapatan sewa Rp xxx
d) Pengakuan biaya yang dikeluarkan atas pembiayaan gadai syariah
Biaya akad ijarah Rp xxx
Uang muka dalam rangka akad ijarah Rp xxx
e) Pada saat pelunasan uang pinjaman, barang gadai dikembalikan dengan
membuat tanda serah terima barang.
Kas Rp xxx
Pembiayaan gadai/ piutang Rp xxx
f) Jika pada saat jatuh tempo utang rahin tidak dapat dilunasi dan kemudian
barang gadai dijual oleh pihak bank.
i. penjualan barang gadai nilainya sama dengan piutang.
Kas Rp xxx
Pembiayaan gadai/ piutang Rp xxx
ii. jika kurang, maka piutangnya masih tersisa sejumlah selisih antara





Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif.
Penelitian deskriptif ini menjelaskan fenomena-fenomena sosial yang ada dengan
mengembangkan konsep dan menghimpun fakta, tetapi tidak melakukan pengujian
hipotesis. Menurut Suryabrata (2010), penelitian deskriptif adalah penelitian yang
bermaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau
kejadian-kejadian atau akumulasi data dasar dalam cara deskriptif semata-mata tidak
perlu mencari atau menerangkan saling berhubungan, mentest hipotesis, membuat
ramalan atau mendapatkan makna dan implikasi, walaupun penelitian yang bertujuan
untuk menemukan hal-hal tersebut dapat juga mencakup metode-metode deskriptif.
Adapula tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskriptif, gambaran
atau lukisan secara sistematis, faktual akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta
hubungan antar fenomena yang diselidiki.
3.2. Objek dan Lokasi Penelitian
Dalam penelitian ini, penulis mengambil objek penelitian PT. Bank BNI
Syariah, Tbk. yang memberikan secara khusus pelayanan kepada masyarakat sesuai
dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini dilaksanakan pada PT. Bank BNI
Syariah, Tbk. Cabang Makassar ini beralamat di Jalan Andi Pangeran Pettarani.
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3.3. Jenis dan Sumber Data
Dalam melaksanakan penelitian ini, diperlukan data yang akan digunakan
sebagai dasar untuk melakukan pembahasan dan analisis. Menurut Amirin (1986:30)
data adalah segala keterangan (informasi) mengenai seluruh hal yang berkaitan
dengan tujuan penelitian.
Terdapat dua jenis data yang digunakan yaitu:
a) Data kualitatif adalah data yang tidak dapat diukur atau dinilai dengan angka-
angka, berbentuk informasi seperti gambaran umum perusahaan dan informasi
lain yang digunakan untuk membahas rumusan masalah.
b) Data kuantitatif adalah data yang dapat diukur atau dinilai dengan angka-angka
secara langsung.
Adapula sumber data yang digunakan yaitu:
a) Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil pengamatan langsung
terhadap objek penelitian, baik melalui pengamatan, wawancara, dan
dokumentasi.
b) Data sekunder adalah data yang tidak diusahakan sendiri pengumpulannya oleh
penulis. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen
perusahaan berupa catatan dan laporan perusahaan baik yang dipulikasikan
maupun yang tidak dipublikasikan.
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3.4. Teknik Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data yang relevan dengan masalah yang dibahas, peneliti
menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:
a) Studi Kepustakaan
Pengumpulan data diperoleh dari buku-buku, literatur-literatur, peraturan
perundangan, dokumen resmi, majalah, tulisan-tuisan ilmiah dan sumber kepustakaan
lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data yang diperoleh dengan
teknik ini adalah data sekunder.
b) Studi Lapangan
Dimana penelitian yang data dan informasinya diperoleh dari kegiatan di
lapangan penelitian langsung dari obyek penelitian. Dalam penelitian ini, penulis
menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:
1. Wawancara
Metode wawancara yaitu suatu proses interaksi dan komunikasi untuk
mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden.
Sedangkan responden adalah orang yang memberikan keterangan atau data yang
diperlukan oleh peneliti melalui wawancara respoden tersebut. Teknik ini
dilaksanakan untuk mengetahui kondisi internal perusahaan.
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2. Observasi (pengamatan)
Teknik atau pendekatan untuk mendapatkan data primer dengan cara
mengamati langsung objek datanya. Pengamatan dilakukan tanpa harus terlibat
dengan subjek penelitian, untuk menjaga objektivitas.
3. Dokumentasi
Melakukan review terhadap dokumen-dokumen instansi yang relevan, serta
mempelajari referensi yang terkait dengan penelitian yang dilakukan.
3.5. Teknik Analisis Data
Setelah data-data diperoleh, maka data tersebut selanjutnya diolah kemudian
dilakukan analisis. Analisis data ini penting artinya karena dari analisis ini, data yang
diperoleh dapat memberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah
penelitian.
Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif
komparatif dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan keadaan obyek
penelitian yang sesungguhnya untuk mengetahui dan menganalisis tentang
permasalahan yang dihadapi oleh obyek penelitian kemudian dibandingkan dengan
standar yang ada pada saat itu untuk selanjutnya dideskripsikan bagaimana PT. Bank
BNI Syariah, Tbk. memperlakukan perihal yang berkaitan dengan pembiayaan gadai
syariah berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dan dengan akad
pendamping dari gadai syariah yaitu akad ijarah (PSAK 107).
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Adapun tahapan analisis dan pembahasan yang digunakan dalam penelitian
adalah sebagai berikut:
1. Menjelaskan tentang jenis-jenis produk pembiayaan yang ditawarkan oleh
PT. Bank BNI Syariah, Tbk.
2. Menggambarkan penerapan pembiayaan gadai syariah PT. PT. Bank BNI
Syariah, Tbk. meliputi prosedur pembiayaan gadai syariah
3. Memberi gambaran tentang landasan operasional yang digunakan oleh PT.
Bank BNI Syariah, Tbk. dan menganalisis perlakuan akuntansi atas
pembiayaan gadai syariah yang diterapkan oleh PT. Bank BNI Syariah,
Tbk. telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dan dengan
akad pendamping yaitu akad ijarah (PSAK 107) yang meliputi:
a. Pengakuan dan pengukuran pembiayaan gadai syariah.
b. Pengakuan pendapatan dan beban pembiayaan gadai syariah.




4.1 Sejarah Singkat Perusahaan
Pada tahun 2003 dilakukan penyusunan corporate plan BNI Syariah yang di
dalamnya termasuk rencana independensi untuk tahun 2009-2010. Proses
independensi BNI Syariah diperkuat dengan kebijakan otonomi khusus yang
diberikan oleh BNI kepada UUS BNI pada tahun 2005. Pada Tahun 2009, BNI
membentuk Tim Implementasi Pembentukan Bank Umum Syariah, sehingga
terbentuk PT Bank BNI Syariah yang efektif beroperasi sejak tanggal 19 Juni 2010.
1. Berdirinya Unit Usaha Syariah BNI
Tempaan krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan sistem
perbankan syariah. Prinsip syariah dengan 3 (tiga) pilarnya yaitu adil, transparan dan
maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang
lebih adil.
Pada tahun 1999 dibentuk Tim Proyek Cabang Syariah dengan tujuan untuk
mempersiapkan pengelolaan bisnis perbankan syariah BNI yang beroperasi pada
tanggal 29 April 2000 sebagai Unit Usaha Syariah (UUS) BNI. Pada awal berdirinya,
UUS BNI terdiri atas lima kantor cabang yakni di Yogyakarta, Malang, Pekalongan,
Jepara, dan Banjarmasin. Pada tahun 2002, BNI Syariah mulai menghasilkan laba dan
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pada tahun 2003 dilakukan penyusunan corporate plan yang di dalamnya termasuk
rencana independensi BNI Syariah pada tahun 2009-2010. Pada tahun 2005 proses
independensi BNI Syariah diperkuat dengan kebijakan otonomi khusus yang
diberikan oleh BNI kepada UUS BNI. Pada Tahun 2009, BNI membentuk Tim
Implementasi Pembentukan Bank Umum Syariah. Selanjutnya UUS BNI terus
berkembang hingga pada pertengahan tahun 2010 telah memiliki 27 kantor cabang
dan 31 Kantor cabang pembantu.
Di samping itu, UUS BNI senantiasa mendapatkan dukungan teknologi
informasi dan penggunaan jaringan saluran distribusi yang meliputi kantor cabang
BNI, jaringan ATM BNI, ATM Link serta ATM Bersama, 24 jam layanan BNI Call
dan juga internet banking.
2. Pemisahan (Spin Off) Unit Usaha Syariah BNI
Proses spin off dilakukan dengan beberapa tahapan, sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan Bank Indonesia. Bank
Indonesia memberikan persetujuan prinsip untuk pendirian BNI Syariah, dengan surat
nomor 12/2/DPG/DPBS tanggal 8 Februari 2010 perihal Izin Prinsip Pendirian PT
Bank BNI Syariah.
Izin Usaha diterbitkan oleh Bank Indonesia pada tanggal 21 Mei 2010,
melalui Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/41/kep.gbi/2010 tentang
Pemberian Izin Usaha PT Bank Bni Syariah. Selanjutnya BNI Syariah efektif
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beroperasi pada tanggal 19 Juni 2010. Terdapat dua hal pendorong bagi BNI untuk
melakukan spin off UUS BNI pada tahun 2010 tersebut, yakni sebagai berikut:
a. Aspek eksternal
Pertimbangan utama dari aspek eksternal adalah regulasi, pertumbuhan bisnis,
dan kesadaran konsumen yang kian meningkat. Regulasi untuk industri Perbankan
Syariah kian kondusif dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun
2008 tanggal 16 Juli 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang nomor 19
Tahun 2008 tanggal 7 Mei 2008 mengenai Surat Berharga Syariah Negara, Peraturan
Bank Indonesia Nomor 11/10/2009 tentang Unit Usaha Syariah, Peraturan Bank
Indonesia nomor 11/3/2009 tentang Bank Umum Syariah dan penyempurnaan
ketentuan pajak termasuk pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap produk
yang berdasarkan prinsip jual beli. Hal tersebut merupakan langkah strategis bagi
perkembangan industri perbankan syariah di masa depan.
Di sisi pertumbuhan industri, dalam 5 (lima) tahun terakhir perbankan syariah
menunjukkan angka pertumbuhan yang sangat signifikan di mana total pembiayaan,
dana dan aset bertumbuh sebesar 34% per tahun (CAGR 2004-2008). Hal ini jauh
melampaui pertumbuhan angka perbankan konvensional sebesar 19% dan 25%
masing-masing untuk dana dan kredit pada periode yang sama. Namun demikian jika
dibandingkan dengan potensi pasar yang ada, maka peluang pengembangan syariah
masih sangat terbuka luas.
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Aspek eksternal berikutnya adalah dari sisi kesadaran konsumen yang kian
meningkat. Dari hasil survey yang dilakukan di tahun 2000–2001 di beberapa
propinsi di Jawa dan Sumatera bahwa nasabah masih meragukan kemurnian prinsip
syariah terhadap bank syariah yang dioperasikan secara Dual Banking System (UUS).
Untuk menghindari keragu-raguan dan persepsi masyarakat tersebut, maka ke
depannya pengelolaan usaha syariah oleh UUS seyogyanya dikonversi menjadi Bank
Umum Syariah.
b. Aspek Internal
Dari aspek internal UUS BNI, sebagaimana telah ditetapkan dalam Corporate
Plan tahun 2003 bahwa status UUS bersifat sementara, maka secara bertahap telah
dilakukan persiapan untuk proses pemisahan. Oleh karenanya dalam pengembangan
bisnisnya UUS BNI telah memiliki infrastruktur dalam bentuk sistem, prosedur dan
mekanisme pengambilan keputusan yang independen.
Di sisi lain UUS BNI juga telah memiliki sumber daya dalam bentuk jaringan,
dukungan teknologi informasi, serta sumber daya manusia yang memadai dan
kompeten sehingga mampu menjadi sebuah entitas bisnis yang independen. Selain itu
terdapat alasan yang lebih spesifik untuk dilakukannya spin off, yakni:
• Memanfaatkan keunggulan sebagai salah satu yang pertama dalam industri
perbankan syariah.
• Menciptakan profil di pasar untuk menjaring investor potensial baik domestik
maupun global.
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• Mengelola usaha yang lebih bersifat independen dan strategis.
• Semakin mudah berkompetisi, kian ulet, dan fleksibel dalam mengambil
keputusan-keputusan bisnis ke depannya.
• Pemisahan (spin off) akan mendorong berjalannya praktik-praktik terbaik
(market best practice) dan tata kelola perusahaan yang baik dalam pengelolaan
bisnis BNI Syariah sehingga pada gilirannya akan menciptakan efisiensi dan
produktifitas bisnis yang lebih baik.
Dari aspek strategis dengan dilakukannya spin off diharapkan akan memberi
sejumlah manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan, antara lain sebagai berikut:
• Akselerasi pengembangan usaha syariah yang lebih mudah
• Meningkatkan kualitas kepercayaan dan citra
• Meningkatkan produktifitas dan efisiensi
• Meningkatkan struktur permodalan
• Memberikan manfaat bagi pemegang saham
• Mendukung rencana percepatan pertumbuhan perbankan syariah
• Mempertajam kompetensi insan perbankan syariah
4.2 Visi dan Misi Bank BNI Syariah
Sebagai lembaga keuangan yang mencoba untuk membentuk dan membangun
hubungan baik dengan berbagai lapisan masyarakat Indonesia, BNI Syariah bangga
bila upayanya dalam membantu perkembangan dan pemberdayaan masyarakat
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menjadikan BNI Syariah sebagai bank pilihan masyarakat. Oleh karene itu Bank BNI
Syariah mempunyai visi dan misi dalam keberlangsungannya.
4.2.1 Visi Bank BNI Syariah
Visi BNI Syariah adalah “Menjadi bank syariah pilihan masyarakat
yang unggul dalam layanan dan kinerja”. Hal ini akan menjadikan Bank
Syariah yang menguntungkan bagi Bank BNI 46 dan terpercaya bagi umat
muslim dengan bersungguh-sungguh menjalankan kegiatan usahanya
berdsarkan prinsip-prinsip syariah Islam yang berlandaskan AL-Quran dan
AL-Hadits.
4.2.2 Misi Bank BNI Syariah
Adapun misi dari Bank BNI Syariah diantaranya yakni:
1. Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada
kelestarian lingkungan.
2. Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan
syariah.
3. Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor.
4. Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk
berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah.
5. Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah.
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4.2.3 Tata Nilai dan Budaya Kerja BNI Syariah
Dalam menjalankan kewajibannya yang berpedoman pada dasar
hukum Syariah yaitu Al Quran dan Hadits, seluruh insan BNI Syariah juga
memiliki tata nilai yang menjadi panduan dalam setiap perilakunya. Tata nilai
ini dirumuskan dalam budaya kerja BNI Syariah yaitu Amanah dan Jamaah.
Amanah adalah salah satu sifat wajib Rasulullah SAW yang secara harfiah
berarti “dapat dipercaya”. Dalam budaya kerja BNI Syariah, amanah
didefinisikan sebagai “Menjalankan tugas dan kewajiban dengan penuh
tanggung jawab untuk memperoleh hasil yang optimal”.
Nilai Amanah ini tercermin dalam perilaku utama insane BNI Syariah:
• Profesional dalam menjalankan tugas
• Memegang teguh komitmen dan bertanggung jawab
• Jujur, adil, dan dapat dipercaya
• Menjadi teladan yang baik bagi lingkungan
Jamaah adalah perilaku kebersamaan umat Islam dalam menjalankan
segala sesuatu yang sifatnya ibadah dengan mengutamakan kebersamaan
dalam satu naungan kepemimpinan. Dalam budaya kerja BNI Syariah, Jamaah
didefinisikan sebagai “Bersinergi dalam menjalankan tugas dan kewajiban”.
Budaya ini dijabarkan dalam perilaku utama:
• Bekerja sama dalam kepemimpinan efektif secara rasional dan sistematis.
• Saling mengingatkan dengan santun.
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4.3 Struktur Organisasi Perusahaan
Di Indonesia, setiap organisasi yang sangat sederhana maupun organisasi
yang sangat luas dan kompleks, masalah penyusunan organisasi menjadi hal yang
penting dan sangat diperlukan. Hal ini dilakukan agar setiap karyawan mengetahui
tugasnya dan bertanggung jawab atas pekerjaanya masing-masing.
Suatu organisasi yang jelas informasi sturukturnya biasanya digolongkan
organisasi formal, sedangkan keorganisasian informasi terjadi dengan adanya jalinan
hubungan kerja yang tidak ditetapkan dengan resmi dalam organisasi tersebut.
Dalam sebuah pemahaman umum, struktur organisasi setiap terdapat beberapa
unsur, yaitu:
1. Adanya sekelompok orang.
2. Adanya sekolompok orang yang saling bekerja sama.
3. Adanya suatu tujuan tertentu.
4. Satu sama lain terkait secara formil.
5. Mempunyai atasan dan bawahan.
Untuk lebih jelasnya, akan digambarkan struktur organisasi Bank BNI
Syariah Cabang Makassar sebagai berikut:
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Struktur Organisasi
PT. BANK BNI SYARIAH (PERSERO), TBK.
KANTOR CABANG SYARIAH MAKASSAR
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5.1 Produk-produk Pembiyaan PT. Bank BNI Syariah, Tbk.
Sistem pembiayaan PT. Bank BNI Syariah bermitra dengan nasabah dalam
berwirausaha. BNI Syariah menyediakan beberapa jenis pembiayaan yaitu: 1) Piutang
Murabahah, 2) Pembiayaan Mudharabah, 3) Pembiyaan Musyarakah, 4) Rahn (Gadai
Emas Syariah), 5) Ijarah. Semua skema pembiayaan tersebut untuk mendukung
sektor rill yang halal.
Piutang Murabahah merupakan fasilitas penyaluran dana dengan sistem jual
beli. Bank akan membelikan barang yang halal yang dibutuhkan nasabah kemudian
dijual ke nasabah yang bersangkutan untuk diangsur sesuai dengan kemampuan
nasabah, dimana harga jualnya sama dengan harga pokok ditambah dengan
keuntungan bagi pihak bank. Misalnya, pembelian kendaraan bermotor.
Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan dalam bentuk modal/dana yang
diberikan oleh bank untuk dikelola oleh nasabah dalam usaha yang telah disepakati
bersama. Kemudian pembiayaan Mudharabah ini akan berbagi hasil atas pendapatan
antara nasabah dengan pihak bank. Risiko kerugian ditanggung penuh oleh pihak
bank, kecuali kerugian yang diakibatkan oleh kesalahn pengelola, kelalaian dan
penyimpangan oleh pihak nasabah.
Pembiayaan Musyarakah adalah kerjasama yang dilakukan antara pihak bank
dengan nasabah dengan menggabungkan modal usaha dimana masing-masing pihak
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berdasarkan kesepakatan memberikan kontribusi sesuai kesepakatan bersama yang
berdasarkan porsi dana yang ditanmakan.
Rahn (Gadai Emas Syariah) adalah penyerahan hak penguasaan secara fisik
atas barang/harta berharga berupa emas dari nasabah kepada bank sebagai jaminan
atas pembiayaan Qardh yang diterima oleh nasabah.
5.2  Produk Gadai Emas PT. Bank BNI Syariah, Tbk.
Gadai Emas Syariah BNI Syariah atau disebut juga pembiayaan Rahn
merupakan penyerahan jaminan / hak penguasaan secara fisik atas barang berharga
berupa emas (lantakan dan atau perhiasan beserta aksesorisnya) kepada bank sebagai
jaminan atas pembiayaan (qardh) yang diterima.
Sesuai dengan slogan yang dimiliki oleh pembiayaan gadai syariah yakni
“ Solusi Mudah Sesuai Kaidah ” Gadai emas Syariah ini dapat dimanfaatkan oleh
masyarakat yang membutuhkan dana jangka pendek dan keperluan yang mendesak.
Misalnya menjelang tahun ajaran baru, hari raya, kebutuhan modal kerja jangka
pendek dan sebagainya. Selain itu gadai emas di BNI Syariah memiliki beberapa
keunggulan diantaranya :
 Proses menggadai yang sangat sederhana dan tidak berbelit-belit dengan
persyaratan yang mudah sesuai dengan prinsip syariah.
 Murah dan tarif dihitung secara harian.
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 Jangka waktu 3 bulan dan bisa diperpanjang
 Pembiayaan gadai diberikan sebesar 97% untuk emas lantakan dan 80%
untuk emas perhiasan
 Barang agunan aman karena diasuransikan.
 Diberikan fasilitas kartu ATM yang dapat ditarik tunai di seluruh jaringan
BNI sehingga memudahkan nasabah, disamping lebih aman karena
pembiayaan nasabah langsung masuk rekening Tabungan iB Plus
Produk gadai emas pada BNI Syariah, saat ini sangat diminati oleh
masyarakat baik kalangan muslim maupun non muslim yang juga tertarik akan
pembiyaan gadai ini. Jadi siapapun tanpa terkecuali bisa melakukan gadai emas ini
dengan tujuan yang baik. Pada Bank BNI Syariah untuk saat ini telah menetapkan
bahwa emas yang digadaikan harus memiliki sertifikat yang menunjukkan surat bukti
kepemilikan atau bukti pembelian yang dapat digadaikan. Hal ini dilakukan agar
unsur kemaksiatan dalam proses pnggadaian dapat dicegah.
Pihak Bank BNI Syariah menyatakan bahwa dalam produk gadai ini tidak
mengambil manfaat dari Marhun yang dijaminkan nasabah sehingga dapat dikatakan
bahwa bank memberikan “pinjaman dengan jaminan” emas kepada nasabah. Adapula
emas yang digadaikan adalah emas dengan kadar 16-24 karat dengan maksimum
pinjaman 90% dari nilai taksiran serta biaya penitipan yang ditentukan oleh kantor
pusat dan kemudian dikirimkan ke kantor cabang.
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Adapula jangka waktu rahn yang ditetapkan adalah maksimum tiga bulan dan
dapat diperpanjang untuk masa dua bulan mendatang atau seterusnya. Setiap kali
perpanjangan rahn, nasabah wajib membayar biaya perawatan dan pemeliharaan
sesuai tarif ujrah yang berlaku dan Murtahin (bank) wajib melakukan hertaksasi
(penaksiran) atas barang yang dijaminkan sesuai dengan harga pasar yang berlaku.
Biaya-biaya yang ditetapkan oleh pihak BNI Syariah adalah sebagai berikut:
a. Biaya Perawatan dan Pemeliharaan
Biaya perawatan dan pemeliharaan sebesar 1,6% dari nilai taksiran barang
untuk masa satu bulan dan dihitung secara harian. Atau dengan kata lain
setiap Rp 1 juta nilai taksiran barang akan dikenakan biaya pearwatan &
pemeliharaan sebesar Rp 533,- per hari. Biaya ini dibayar pada saat melunasi/
perpanjangan.
b. Biaya Materai Rp 6.000,- (dibayar dimuka)
c. Biaya Administrasi (dibayar dimuka)
 Taksiran barang s/d Rp 10 juta, sebesar Rp 10.000,-
 Taksiran barang Rp 10 juta s/d Rp 25 juta sebesar Rp 25.000,-
 Taksiran barang Rp 25 juta keatas sebesar Rp 50.000,-
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5.3 Akad yang Digunakan dalam Pembiayaan Gadai Syariah
Akad adalah perjanjian, yaitu perjanjian ijab dengan qabul menurut cara-cara
yang disyariatkan yang berpengaruh terhadap obyek yang diakadkan dan yang
menimbulkan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang melakasnakan.
Akad yang digunakan dalam praktek gadai syariah di BNI Syariah ada tiga
yakni Akad Rahn, Qardh, dan Ijarah. Pemanfaatan Marhun bih akan berpengaruh
terhadap akad apa yang akan digunakan.
1) Akad Qardh, adalah suatu akad pembiayaan dari Murtahin (pihak yang
berpiutang) kepada Rahin dengan ketentuan bahwa Rahin wajib
mengembalikan dana yang diterimanya kepada Murtahin pada waktu yang
telah disepakati oleh kedua belah pihak.
2) Akad Rahn, adalah akad penyerahan barang/harta (marhun) dari nasabah
kepada pihak bank sebagai jaminan atas pinjamannya.
3) Akad Ijarah/Ujrah, adalah suatu akad pemindahan manfaat atas suatu barang
atau jasa dalam jangka waktu tertentu melalui pembayaran upah/sewa tempat,
tanpa diakui pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.
5.4 Kontribusi Pembiayaan Gadai Emas Syariah di BNI Syariah
Pembiayaan gadai emas syariah yang memasuki tahun kedua memberikan
kontribusi sangat besar terhadap operasional BNI Syariah. Pembiayaan gadai emas
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merupakan salah satu produk unggulan BNI Syariah yang bersaing di antara semua
produk yang ada di BNI Syariah.
Pada tahun 2010-2011 pembiayaan gadai emas di BNI Syariah ini mengalami
peningkatan yang sangat signifikan yaitu 320% dari tahun 2010-2011. Hal ini tentu
meningkatkan jumlah nasabah serta pendapatan bank. Namun, penulis tidak bisa
merinci secara detail karena hal tersebut sangat rahasia bagi perusahaa. Gadai BNI
Syariah selain untuk kebutuhan dana mendesak juga mendidik masyarakat untuk
melindungi nilai assetnya melalui emas dengan memanfaatkan produk Gadai BNI
Syariah.
5.5. Penerapan PSAK 107 ( Akad Ijarah )
Berikut ini penulis akan menguraikan hasil analisis dari penelitian yang telah
dilakukan mengenai perlakuan akuntansi pembiayaan gadai syariah. Uraian
mengenai perlakuan akuntansi tersebut didasarkan pada akad ijarah (PSAK No. 107)
yang meliputi:
a) Pengakuan dan pengukuran pembiayaan gadai syariah,
b) Pengakuan pendapatan dan beban pembiayaan gadai syariah, dan
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c) Penyajian dan pengungkapan pada Laporan Keuangan dengan tetap
berpedoman pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No.26/DSN-
MUI/III/2002.
Perlakuan Akuntansi Gadai Syariah
Dalam Rahn emas penentuan biaya dan pendapatan sewa (ijarah) atau
penyimpanan dilakukan berdasarkan akad pendamping dari gadai syariah
yaitu akad ijarah (PSAK 107) yang terkait dimana pengakuan dan
pengukurannya serta pengungkapan dan penyajiannya adalah:
Pengakuan dan Pengukuran
Terdapat beberapa ketentuan untuk pengakuan dan pengukuran yang
dijelaskan dalam PSAK 107, yakni:
1. Pinjaman/ kas dinilai sebesar jumlah yang dipinjamkan pada saat
terjadinya.
2. Pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas aset
(sewa tempat) telah diserahkan kepada penyewa (rahin).
3. Pengakuan biaya penyimpanan diakui pada saat terjadinya.
Penyajian dan Pengungkapan
Berdasarkan penjelasan yang terdapat dalam PSAK 107, penyajian dan
pengungkapan meliputi:
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1. Penyajian, pendapatan ijarah disajikan secara neto setelah dikurangi
beban-beban yang terkait. Misalnya baban pemeliharaan dan perbaikan,
dan sebagainya.
2. Pengungkapan, murtahin mengungkapkan pada laporan terkait transaksi
ijarah dan ijarah muntahiyah bit tamlik.
(a) penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak
terbatas pada:
 keberadaan wa’ad pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang
digunakan (jika ada wa’ad pengalihan kepemilikan).
 pembatasan-pembatasan.
 agunan yang digunakan.
(b) keberadaan transaksi jual-dan-ijarah (jika ada).
Ilustrasi jurnal
a) pada saat bank menerima barang gadai tidak dijurnal tetapi hanya membuat
tanda terima.
b) Pada saat bank membayarkan uang tunai kepada rahin
Pembiayaan Gadai/ piutang Rp xxx
Kas Rp xxx
c) Pada saat bank menerima uang untuk biaya sewa atas manfaat aset (sewa
tempat) yang merupakan pendapatan sewa bagi bank.
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Kas/ piutang Rp xxx
Pendapatan sewa Rp xxx
d) Pada saat pelunasan uang pinjaman, barang gadai dikembalikan dengan
membuat tanda serah terima barang.
Kas Rp xxx
Pembiayaan gadai/ piutang Rp xxx
e) Jika pada saat jatuh tempo utang rahin tidak dapat dilunasi dan kemudian
barang gadai dijual oleh pihak bank.
i. Penjualan barang gadai nilainya sama dengan piutang.
Kas Rp xxx
Pembiayaan gadai/ piutang Rp xxx
ii. Jika kurang, maka piutangnya masih tersisa sejumlah selisih antara
nilai penjualan dengan saldo piutang.
iii. Jika lebih, maka sisa dari pembayaran utang ke pembiayaan gadai akan
dikembalikan kepada nasabah, setelah mengurangi biaya untuk
penjualan barang gadai tersebut.
5.5.1. Pengakuan dan Pengukuran Pembiayaan Gadai Syariah
Menurut Suwardjono dalam Asmitha (2002:287), pengakuan merupakan
suatu jumlah rupiah atau cost yang digunakan untuk mengakui asset apabila
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jumlah rupiah itu timbul akibat transaksi, kejadian atau keadaan tersebut.
Sedangkan, definisi pengukuran menurut Suwardjono dalam Asmitha
(2002:260) adalah penentuan jumlah rupiah yang harus diletakkan pada suatu
objek asset pada saat terjadinya yang akan dijadikan data dasar untuk
mengikuti aliran fisik objek tersebut.
Pengakuan dan Pengukuran
Terdapat beberapa ketentuan untuk pengakuan dan pengukuran yang dijelaskan
dalam PSAK 107, yakni:
1. Pinjaman/ kas dinilai sebesar jumlah yang dipinjamkan pada saat
terjadinya.
2. Pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas aset
(sewa tempat) telah diserahkan kepada penyewa (rahin).
3. Pengakuan biaya penyimpanan diakui pada saat terjadinya.
Untuk lebih mudah dipahami, beriku ini penulis akan memperlihatkan proses
pembiayaan gadai emas beserta perlakuan akuntansinya yang diterapkan oleh
BNI Syariah.
Contoh Pembiayaan gadai emas syariah:
Ibu Sinta menggadaikan emasnya di BNI Syariah untuk keperluan
yang mendesak yang harus dia penuhi. Emas yang berkadar 23 karat dengan
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berat 10 gram dan dengan nilai taksiran pada tanggal 1 April sebesar Rp.
391.705. Perhitungan besar biaya penitipan (sewa) yang haras dibayarkan Ibu
Sinta dan jumlah pinjaman yang maksimum dapat dipinjam olehnya yaitu:
Berat emas x nilai pasar emas saat itu = 10 gram x Rp. 391.705 = Rp. 3.917.050
Maksimum pinjaman yang ditetapkan BNI Syariah =
90% xRp. 3.917.050 = Rp. 3.525.345 dibulatkan menjadi Rp . 3.525.000
Ibu Sinta bisa mendapatkan pinjaman maksimum senilai Rp 3.525.000.
Perhitungan biaya penitipan yang dilakukan pihak BNI syariah yang standar
yaitu hitungan per tiga bulan jadi Rp. 19.350 x 3 (30 hari/10) x 3 bulan = Rp.
174.150. Selain itu, terdapat juga biaya-biaya lain yang telah ditetapkan seperti
terdapat juga biaya administrasi untuk emas yang berat 10 gram sejumlah Rp.
16.000. Jika penggadai dan pihak bank saling sepakat untuk mengangsur
pembiayaan gadai syariah maka jumlah yang dibayar oleh nasabah per tiga
bulan dengan jangka waktu 1 tahun adalah Rp. 3.525.000/3 = Rp. 1.175.000.
Berikut ini akan diuraikan tentang pengakuan dan pengukuran
pembiayan gadai emas syariah pada kejadian-kejadian yang penting sebagai
berikut:
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1) Pada saat terjadinya akad pembiayaan gadai syariah
BNI Syariah mengakui pembiayaan gadai syariah pada saat akad
terjadi dan bank menyerahkan kas kepada nasabah yaitu saat bank
menandatangani dan mencairkan dana sebesar pokok pembiayaan (pinjaman)
sesuai dengan kesepakatan pihak bank dengan nasabah. Pengakuan tersebut
sesuai dengan PSAK No.107 part 1 yang menyatakan bahwa pembiayaan
gadai emas dinilai sebesar jumlah yang dipinjamkan pada saat terjadinya.
Pada saat akad gadai syariah telah disetujui dan barang gadai telah
diterima oleh pihak bank, maka pembiayaan gadai syariah diukur sebesar
jumlah tiang yang telah diberikan pada saat penyerahan pinjaman tersebut.
Akan tetapi, jika ditinjau lebih dalam pada prakteknya, pencairan yang
dilakukan bank konvensional diartikan sebagai pemindahan saldo sebesar
pokok kredit (pinjaman) dari rekening bank ke rekening nasabah. Nasabah
belum menerima dana dalam bentuk uang tunai sehingga dapat diartikan
bahwa pencairan tersebut hanya bersifat simbolis saja. Sedangkan, sesuai
prinsip syariah bahwa pengakuan atas aktiva harus dilakukan ketika sesuatu
hal telah benar-benar terjadi dan pengakuan dan pencatatan baru dilakukan
pada saat terjadinya perpindahan aktiva (baik berupa kas ataupun non-kas)
dari pihak bank sebagai pemilik dana kepada nasabah. Hal ini dilakukan
karena sesuai dengan muamalah, bank syariah cenderung menggunakan dasar
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kas (cash basis) dalam melakukan pencatatan akuntansinya karena
merupakan cara yang paling manusiawi.
Berbeda dengan bank konvensional yang menggunakan dasar akrual
(accrual basis). Penggadai juga dibebankan biaya administrasi yang telah
ditetapkan oleh pihak bank dan di bayarkan saat akad pembiayaan terjadi.
Untuk contoh kasus Ibu sinta di atas, BNI Syariah akan mengakui dan
mengukur pembiayaan gadai syariah, pada saat bank menyerahkan pinjaman
dan menerima barang gadai dengan jurnal sebagai berikut:
a. Pada saat terjadinya akad pembiayaan gadai syariah
Dr. Pembiayaan qardh Rp. 3.525.000
Kr. Kas Rp. 3.525.000
Jurnal pada saat nasabah membayar administrasi:
Dr. Kas Rp. 16.000
Kr. Pendapatan biaya administrasi Rp. 16.000
b. Pada saat pelunasan pembiayaan gadai syariah
Dr. Kas Rp. 3.525.000
Kr. Pembiayaan qardh Rp. 3.525.000
Dr. Kas Rp. 174.150
Kr. Pendapatan Jasa Sewa tempat Rp. 174.150
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2) Pada saat penerimaan angsuran atau cicilan
Sesuai dengan syariah Islam bank sebagai mitra nasabah tidak
diperbolehkan menuntut nasabah melakukan pembayaran yang memberatkan
keadaan financial nasabah. Dalam pembiayaan gadai emas pembayaran
kewajiban dapat dilakukan pada saat jatuh tempo yaitu perempat bulan setelah
akad. Sedangkan. pembayaran dengan sistem angsuran pada pembiayaan gadai
syariah juga dapat dilakukan sesuai dengan akad pada awal transaksi. Jika
dalam proses berlangsungnya pembiayaan gadai syariah, nasabah mengalami
kesulitan keuangan, maka bank melakukan perpanjangan masa pembiayaan dan
biaya sewa akan kembali dihitung sama sebelum perpanjangan masa
pembiayaan yang harus dibayarkan oleh nasabah. Kejadian ini dicatat apabila
biaya sewa telah diterima oleh pihak bank sesuai dengan pencatatan akuntansi
yang dilakukan bank syariah yang menggunakan dasar kas (cash basis).
Apabila terdapat penerimaan angsuran atau pembayaran maka pihak
bank mengakuinya sebagai pengurang pokok pembiayaan dan mengakui
pendapatan sewa atas biaya sewa yang telah dibayarkan oleh nasabah yang
telah menggunakan jasanya. Namun, jika jumlah yang dibayarkan jumlahnya
kurang dari besarnya angsuran yang seharusnya dibayar, maka terlebih dahulu
bank mengakuinya sebagai pendapatan sewa atas jasa titip yang telah diberikan
oleh bank kemudian sisanya diakui sebagai pengurang pokok dari kredit
(pinjaman).
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Untuk kasus Ibu Sinta di atas, maka setiap pembayaran angsuran atau
cicilan atas pembiayaan gadai syariah diperlakukan sebagai pengurang/
mengurangi pembiayaan gadai syariah. Atas pembayaran ini pihak bank BNI
Syariah mencatat sebagai berikut:
a. Pada saat terjadinya akad pembiayaan gadai syariah
Dr. Pembiayaan qardh Rp. 3.525.000
Kr. Kas Rp. 3.525.000
Jurnal pada saat nasabah membayar administrasi:
Dr. Kas Rp. 16.000
Kr. Pendapatan biaya administrasi Rp. 16.000
b. Pada saat angsuran pembiayaan gadai syariah
Angsuran bulan 1
Dr. Kas/rekening Ibu Sinta Rp. 1.175.000
Kr. Pembiayaaan qardh Rp. 1.175.000
Angsuran bulan 2
Dr. Kas/rekening Ibu Sinta Rp. 1.175.000
Kr. Pembiayaaan qardh Rp. 1.175.000
c. Pada saat pelunasan pembiayaan gadai syariah
Pada Angsuran bulan ke-3
Dr. Kas/rekening Ibu Sinta Rp. 1.175.000
Kr. Pembiayaaan qardh Rp. 1.175.000
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Dr. Kas Rp. 174.150
Kr. Pendapatan Jasa Sewa tempat Rp. 174.150
5.5.1.a Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan
Dalam PSAK 107 terdapat ketentuan untuk Pengakuan dan
pengukuran pendapatan dari sudut pandang murtahin/LKS yakni :
1. Pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas asset
(sewa tempat) telah diserahkan kepada penyewa (rahin).
2. Piutang atau kas dukur dan dinilai sebesar nilai yang dapat direalisasikan
(NRV) pada akhir periode pelaporan.
Pada bank konvensional, pendapatan disini diartikan sebagai
pendapatan bunga. Di BNI Syariah sebagai bank yang berprinsip syariah,
pendapatan yang dimaksud dalam pembiayaan gadai syariah khususnya
adalah pendapatan sewa.
Seperti diketahui bahwa bank konvensional menggunakan sistem
bunga yang besarnya telah ditentukan di awal perjanjian, sedangkan BNI
Syariah dalam produk pembiayaan gadai syariah menggunakan sistem biaya
sewa yang diperhitungkan sesuai dengan berat emas yang digadaikan nasabah
untuk dititip ke bank, bukan berdasar besarnya jumlah pinjaman yang
diberikan. Terdapatnya perbedaan tersebut tentu menimbulkan pengakuan
berbeda antara keduanya.
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Adapun syarat yang ditentukan oleh BNI syariah dalam pengakuan
pendapatan yang diperolehnya. Pertama, bank sudah memiliki hak untuk
menerima pendapatan tersebut setelah penyerahan selesai dilakukan kepada
nasabah. Kedua, kewajiban membayar atau memenuhi pendapatan tersebut
sudah jelas siapa pihak yang bertanggung jawab yang dapat diwajibkan
memenuhi kewajibannya kepada bank.
BNI Syariah mengakui pendapatan sewa pada saat pendapatan tersebut
diterima yaitu ketika nasabah membayar biaya sewa. Dasar pengakuan
pendapatan adalah dasar kas (cash basis). Sebab ditinjau dari segi
muamalulmya, dasar kas merupakan prinsip yang sudah seharusnya diterapkan
dalam Islam. Berdasarkan pedoman tersebut, maka BNI Syariah mengakui
pendapatan dalam kegiatan pembiayaan gadai syariah hanya terdiri dari
pendapatan sewa dan pendapatan dari biaya administrasi.
1) Pada saat perpanjangan pembiayaan gadai syariah
Dalam proses pembiayaan gadai syariah dalam suatu kondisi nasabah
tidak bisa melunasi kewajibannya dalam jangka waktu jatuh tempo maka
akan diberikan perpanjangan masa pembayaran sesuai dengan kesepakatan
nasabah.
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Pada saat BNI Syariah menerima pelunasan pembayaran biaya sewa
saat jatuh tempo dari nasabah maka pada saat itu diakui sebagai pendapatan,
maka BNI Syariah akan mencatat ke dalam jurnal sebagai berikut:
a. Pelunasan jasa sewa untuk jangka waktu 3 bulan pertama
Dr. Kas Rp. 174.150
Kr. Pendapatan Jasa Sewa tempat Rp. 174.150
b. Pelunasan pembiayaan gadai syariah dan sewa tempat 3 bulan kedua
Dr. Kas Rp. 3.525.000
Kr. Pembiayaan qardh Rp. 3.525.000
Dr. Kas Rp. 174.150
Kr. Pendapatan Jasa Sewa tempat Rp. 174.150
2) Pada saat terjadi pelelangan barang gadai
Dalam proses pembiayaan gadai syariah dalam suatu kondisi nasabah tidak bisa
melunasi kewajibannya dalam jangka waktu jatuh tempo dan sudah diberikan
perpanjangan masa pembayaran tapi belum dapat memenuhi kewajibannya,
maka akan diperingatkan dalam jangka empat hari jika nasabah belum dapat
melunasi maka pihak bank BNI Syariah akan melakukan lelang terhadap
barang gadai. Dan pada saat barang gadai dilelang diakui sebesar jumlah
pinjaman setelah dikurangi biaya-biaya yang terkait saat proses pembiayaan
gadai syariah (jangka waktu empat bulan) yang harga lelangnya sebesar Rp.
3.900.000 sampai barang tersebut dilelang. Adapun kelebihan hasil lelang
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setelah dikurangi pokok pinjaman dan biaya sewa, maka akan diberikan kepada
nasabah kembali, maka pihak bank mencatatnya berdasar kasus Ibu Sinta
sebagai berikut:
a. Pelelangan barang gadai (emas)
Dr. Kas Rp. 3.900.000
Kr. Dana nasabah sementara Rp. 3.900.000
b. Pelunasan
Dr. Dana nasabah sementara              Rp. 3.900.000
Kr. Kas/ Rekening ibu Sinta Rp. 200.850
Kr. Pembiayaan qard Rp. 3.525.000
Kr. Pendapatan Jasa Sewa tempat Rp. 174.150
Jika terjadi kekurangan / kerugian pada pelelangan
a. Pelelangan barang gadai (emas)
Dr. Kas Rp. 3.550.000
Kr. Dana nasabah sementara Rp. 3.550.000
b. Pelunasan
Dr. Dana nasabah sementara              Rp. 3.550.000
Kr. Pembiayaan qard Rp. 3.525.000
Kr. Pendapatan Jasa Sewa tempat Rp. 25.000
Dr. Pengahapusan piutang pembiayaan qard Rp. 149.150
Kr. Kerugian piutang ijarah Rp.   149.150
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Akan tetapi pada kenyataanya, untuk kerugian bagi pihak BNI Syariah
belum pernah terjadi. Hal ini dikarenakan BNI Syariah melakukan pelelangan
dibawah tangan sehingga harga jual barang gadai emas setara atau diatas
harga nilai taksiran emas tersebut.
Jadi Bank BNI Syariah telah menerapakan proses pengakuan dan
pengukuran untuk pendapatan dengan cara, a) Pinjaman/ kas dinilai sebesar
jumlah yang dipinjamkan pada saat terjadinya. b) Pendapatan sewa selama
masa akad diakui pada saat manfaat atas aset (sewa tempat) telah diserahkan
kepada penyewa (rahin). Hal ini menunjukkan adanya kesesuaian dengan
pedoman PSAK 107 tentang akad Ijarah.
5.5.1.b Pengakuan dan Pengukuran Beban Pembiayaan Gadai Syariah
Dalam PSAK 107, pengakuan dan pengukuran beban dalam perspektif
Mu’jir (pemilik) adalah bahwa biaya penyimpanan diakui pada saat terjadinya
dan jika penyewa melakukan perbaikan rutin obyek ijarah dengan persetujuan
pemilik, maka biaya tersebut dibebankan kepada pemilik dan diakui sebagai
beban pada saat terjadinya.
Kemudian beban dalam kegiatan pembiayaan pada Bank BNI Syariah
yang terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan pihak bank menyangkut
pembiayaan gadai syariah telah ditanggung oleh nasabah dan diakui
pendapatan oleh pihak bank. Hal ini diakui pada saat terjadinya atau
dikeluarkannya biaya tersebut sehingga bank tidak mencatatnya sebagai beban
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tetapi mencatatnya sebagai pendapatan yang telah disepakati oleh penyewa
(rahin).
5.5.2 Pengungkapan dan Penyajian pada Laporan Keuangan
Dalam menyajikan laporan keuangan BNI syariah menyusun dan
menyajikan sesuai dengan PSAK No. 107. Dalam pelaporan tersebut, BNI
Syariah juga masih mengikuti ketentuan yang disyaratkan pada PSAK No. 101
tentang Penyajian Laporan Keuangan dan belum menggunakan ED PSAK 101
(revisi 2011) yang tidak memperkenankan adanya pengungkapan. Di mana
laporan keuangan berdasar pada PSAK No. 101 tersebut terdiri atas:
a) Neraca;
b) laporan laba rugi;
c) Laporan perubahan ekuitas;
d) Laporan arus kas;
e) Laporan sumber dan penggunaan dana zakat;
f) Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan,
g) Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil dan
h) Catatan atas laporan keuangan.
Pengungkapan meliputi penyajian informasi dalam laporan keuangan
termasuk laporan keuangan itu sendiri, catatan atas laporan keuangan. dan
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pengungkapan tambahan yang berkaitan dengan laporan keuangan. Pada
laporan keuangan BNI Syariah berdasar PSAK No. 107 di dalam laporan
tersebut pihak bank mengungkapkan penjelasan yang signifikan mengenai total
pembayaran pembiayaan gadai syariah dan menyajikan pembiayaan gadai
syariah pada suatu akun yang sama dengan produk ijarah, qardh ke dalam akun
piutang sebagai bentuk kesatuan dari total pembiayaan yang disalurkan.
5.6 Kesesuaian Praktik Gadai Syariah dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional
Pada bagian ini akan diuraikan mengenai kesesuaian antara praktik
gadai syaraiah dengan landasan gadai emas syariah bagi lembaga keuangan
syariah yaitu Fatwa DSN No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai emas syaraiah.
5.6.1 Fatwa Dewan Syariah Nasional No.26/DSN-MUI/III/2002 (Rahn Emas)
Menurut Fatwa DSN No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai emas
syaraiah harus memenuhi ketentuan umum sebagai berikut:
a. Rahn Emas dibolehkan berdasarkan prinsip Rahn (lihat fatwa DSN
No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn).
b. Rahn emas boleh digunakan berdasarkan prinsip Ar-Rahn.
c. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (marhun) ditanggung oleh
penggadai (rahin).
d. Biaya penyimpanan barang (marhun) dilakukan berdasarkan akad
ijarah.
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Adapun deskriptif dari penerapan fatwa MUI tersebut oleh pihak Bank
BNI Syariah dalam proses gadai emas syariah adalah sebagai berikut :
a. Jaminan (barang gadai)
BNI Syariah dalam pembiayaan gadai syariah akan menahan barang
penggadai sampai semua utang (pinjaman) dilunasi sebagai jaminan pinjaman
yang telah diberikan. Hal tersebut sesuai dengan Fatwa DSN No.26/DSN-
MUI/IIl/2002 bagian pertama yang menyatakan rahn emas dibolehkan
berdasarkan prinsip Rahn (lihat Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002), di
mana Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 bagian pertama menyatakan
bahwa murtahin (penerima gadai) mempunyai hak untuk menahan marhun
(barang) sampai semua utang rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi.
Para ulama fiqih juga menyatakan bahwa rahn baru dianggap sempurna
apabila barang yang digadaikan itu secara hukum sudah berada ditangan
penerima gadai (murtahin) dan uang yang dibutuhkan telah diterima oleh
pemberi gadai (rahin). Kesempurnaan rahn oleh ulama disebut sebagai al-
qabdh al-marhun barang jaminan dikuasai secara hukum, apabila agunan itu
telah dikuasai oleh murtahin maka akad rahn itu mengikat kedua belah pihak.
Oleh karena itu, status hukum barang gadai terbentuk pada saat terjadinya
akad atau kontrak utang-piutang yang dibarengi dengan penyerahan jaminan.
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b. Biaya administrasi dan pemeliharaan
Barang gadai hanya sebagai jaminan pinjaman yang telah diberikan
BNI Syariah yang tidak akan niengambil manfaatnya. Pemanfaatannya itu
hanya berupa biaya sewa (yang disebut ujrah). Pendapatan atau keuntungan
diperoleh dari biaya sewa yang telah dikeluarkannya atas barang gadaian dan
pihak penggadai akan membayar sejumlah yang telah ditetapkan. Biaya
tersebut harus dibayar di depan atau pada saat pinjaman dicairkan guna untuk
menghindari atau tidak memperbolehkan pihak bank mengambil keuntungan
lagi dari akad gadai syariah ini. Di mana akad gadai adalah transaksi pinjam-
meminjam (qardh) yang bersifat ta'barru yang berarti kebaikan atau tolong-
menolong. Biaya-biaya tersebut antara lain:
1. Biaya Administrasi
Menurut beberapa ulama bahwa segala biaya yang bersumber dari
barang yang digadaikan merupakan tanggungan rahin (penggadai). Biaya
administrasi merupakan ongkos atau pengorbanan materi yang dikeluarkan
oleh bank BNI Syariah dalam hal pelaksanaan akad gadai dengan
penggadai (rahin) sehingga biaya administrasi termasuk menjadi
tanggungan penggadai. Sebagaimana dalam Fatwa DSN No.26/DSN-
MUI/IiI/2002 bagian pertama yang menyatakan rahn emas dibolehkan
berdasarkan prinsip rahn (lihat Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002), di
mana Fatwa DSN No.25/DSN-MUl/III/2002 bagian ketiga yang
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menyatakan pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya
menjadi kewajiban rahin. Namun, dapat juga dilakukan oleh murtahin
(penerima gadai). Sedangkan biaya pemeliharaan dan administrasi tetap
menjadi kewajiban rahin. Perhitungan rincian biaya administrasinya di
lakukan oleh pihak bank BNI Syariah sendiri.
Apabila pihak bank BNI syariah telah menghitung total biaya
administrasi maka penggadai wajib mengganti biaya administrasi tersebut
dan pihak bank harus merinci biaya administrasi tersebut kepada rahin.
Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.26/DSN-
MUI/III/2002 bagian ketiga yang menyatakan bahwa ongkos dan biaya
penyimpanan barang (marhun) besarnya didasarkan pada pengeluaran
yang nyata-nyata diperlukan. Artinya, penggadai harus mengetahui
informasi besarnya rincian biaya dan pengeluaran apa saja yang
dikeluarkan oleh pihak bank dalam melaksanakan akad gadai tersebut.
Misalnya, biaya materai, jasa penaksiran, formulir akad, fotokopi, dll.
Namun, biasanya ada pihak bank hanya menginformasikan total biaya
keselurulian saja yang harus dibayar oleh penggadai tanpa menyebutkan
rinciannya. Keterbukaan rincian biaya administrasi ini sangat diperlukan
yang kaitannya dengan ridah hi ridha, di mana biaya administrasi ini
dibebankan kepada penggadai.
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2. Biaya Pemeliharaan (sewa tempat).
Karena pada dasarnya penggadai (rahin) masih menjadi pemilik dari
barang gadaian tersebut sehingga dia bertanggung jawab atas seluruh biaya
yang dikeluarkan dari barang gadai miliknya. Termasuk biaya
pemeliharaan yang merupakan biaya yang dibutuhkan untuk merawat
barang gadaian selama jangka waktu pada akad gadai. Sesuai dengan
pendapat para jumhur ulama bahwa biaya pemeliharaan atau penyimpanan
menjadi tanggungan penggadai (rahin).
Sesuai dengan Fatwa DSN NO.26/DSN-MUI/III/2002 bagian keempat
yang menyatakan bahwa biaya penyimpanan barang (marhun) dilakukan
berdasarkan akad ijarah (sewa). Artinya, penggadai (rahin) menyewa
tempat di bank untuk menyimpan dan menitipkan barang gadainya,
kemudian bank akan menetapkan biaya sewa tempat barang gadai ini.
Dengan kata lain, dalam hal ini pihak bank BNI Syariah menyediakan jasa
tempat menyimpan atau memelihara barang gadai kepada penggadai
(rahin) hingga jangka waktu gadai berakhir.
Biaya pemeliharaan ini dapat berupa biaya sewa tempat, biaya
pemeliharaan, biaya keamanan, dan biaya lainnya yang diperlukan untuk
memelihara atau menyimpan barang gadai tersebut. Dengan akad ijarah
dalam pemeliharaan atau penyimpanan barang gadaian bank dapat
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memperoleh pendapatan yang sah dan halal. Pihak bank akan memperoleh
fee atau upah atas jasa sewa yang telah diberikan kepada penggadai
(rahin). Dengan demikian, gadai emas syariah sangat bermanfaat bagi
masyarakat yang membutuhkan dana tunai secara cepat. Selain itu, bagi
pihak bank sendiri sebagai penyedia jasa gadai emas syariah hanya akan
memperoleh pemasukan atau keuntungan dari jasa penitipan (jasa sewa)
atas barang gadaian, bukan dari kegiatan gadai itu sendiri.
Pengenaan biaya jasa barang simpanan nasabah (penggadai) harus
memenuhi persyaratan yaitu a) harus dinyatakan dalam nominal, bukan
persentase, b) sifatnya harus nyata, jelas dan pasti, serta terbatas pada hal-
hal yang mutlak diperlukan untuk terjadi transaksi ijarah, dan c) tidak
terdapat tambahan biaya yang tidak tercantum dalam akad.
BNI Syariah sebagai bank syariah sudah seharusnya menjalankan nilai-
nilai syariah. Sesuai dengan syariah Islam bahwa posisi bank sebagai mitra
berarti bank tidak diperbolehkan menuntut nasabah melakukan pembayaran
yang memberatkan keadaan finansial nasabah (penggadai). Apabila saat
proses pembiayaan gadai etnas, penggadai mengalami kesulitan dengan
kondisi finansialnya, maka bank melakukan perpanjangan masa
pembiayaan. Namun. jika dalam tempo atau jangka waktu yang ditentukan
penggadai tidak dapat melunasi kewajibannya maka BNI Syariah akan
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menjual/melelang barang gadai tersebut untuk melunasi utang penggadai,
biaya administrasi dan pemeliharaan dan biaya penjualan/pelelangan.
Kondisi di mana kelebihan penjualan/pelelangan akan diberikan kembali
kepada penggadai (murtahin), sedangkan kekurangannya menjadi
kewajiban rahin yang berpedoman pada Fatwa DSN No.26/DSN-
MUI/III/2002 bagian pertama yang menyatakan rahn emas dibolehkan
berdasarkan prinsip rahn (lihat Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002), di
mana Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 bagian kelima.
Jadi produk Islamic Banking (iB) gadai syariah ini didukung oleh fatwa
Dewan Syariah Nasional (DSN) N0.26/DSN-MUI/III/2002, tentang Rahn Emas.
Produk ini oleh iB dinilai sebagai produk perbankan yang sesuai dengan syariah
Islam (syariah compliance) karena bebas dari riba. Selain itu layanan ini juga
memberikan keamanan atas penitipan barang jaminan emas karena dikelola
dengan standar keamanan perbankan dan mendapat perlindungan asuransi.
5.7 Tingkat Pengembalian Pembiayaan Gadai Syariah
Berikut ini data mengenai pembiayaan gadai emas syariah (Rahn) pada BNI
Syariah selama dua tahun terahkir :
Pembiyaan Gadai Emas (Rahn) 2010 2011
Jumlah Pembiyaan yang dikeluarkan Rp  152.955.000 Rp  505.261.000
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Jumlah Pendptn. Ijarah/ sewa tempat Rp  483.000 Rp  5.786.000
Dari data diatas persentase tingkat pengembalian pembiayaan Gadai Emas
(Rahn) dapat dihitung sebagai berikut:
Jadi untuk tahun 2010 :
Rp 483.000 x 100% =   0,31 %
Rp  152.955.000
Dan untuk tahun 2011 :
Rp 5.786.000 x 100% = 3,78 %
Rp 505.261.000
Dari perhitungan diatas dapat dilihat bahwa tingkat pengembalian dari
pendapatan pembiayaan gadai emas (Rahn) untuk tahun 2010 mengalami
peningkatan persentase yang cukup tinggi dari 0,31% menjadi 3,78% di tahun
berikutnya 2011.
Kemudian untuk pembiyaannya (Qardh), jika dilihat dari jumlah
nominal pembiayaan gadai emas yang disalurkan/ dikeluarkan kepada nasabah
juga mengalami peningkatan yaitu dari Rp 152.955.000 pada tahun 2010
menjadi Rp  505.261.000 di tahun 2011. Hal ini berarti terjadi peningkatan
sebesar 230 %
Jumlah pendapatan Ijarah/sewa tempat x   100%
Jumlah pembiayaan Rahn yang dikeluarkan
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Dan persentase tingkat pendapatan Ijarah dari tahun 2010 hingga
tahun 2011 juga mengalami penungkatan nominal yaitu, Rp  483.000 ditahun






Berdasarkan dari pembahasan dan data-data yang telah diuraikan pada bab-
bab sebelumnya yang berkaitan dengan rumusan masalah, dapat diperoleh
kesimpulan antara lain sebagai berikut:
1.) Perlakuan akuntansi pembiayaan gadai syariah rahn pada BNI Syariah
cabang Makassar sudah sesuai PSAK 107 (akad Ijarah) dengan uraian
yang meliputi:
a. Pengakuan dan pengukuran pembiayaan gadai syariah,
Kejadian-kejadian yang penting (critical event) pada pembiayaan yaitu
1. Pada saat terjadinya akad pembiayaan: Pengakuan tersebut
sesuai dengan PSAK No.107 part 1 yang menyatakan bahwa
pembiayaan gadai emas dinilai sebesar jumlah yang dipinjamkan
pada saat terjadinya dan menggunakan dasar kas (cash basis)
2. Pada saat penerimaan angsuran atau cicilan: Apabila terdapat
penerimaan angsuran atau pembayaran maka pihak bank
mengakuinya sebagai pengurang pokok pembiayaan dan
mengakui pendapatan sewa   atas   biaya   sewa   yang   telah
dibayarkan   oleh   nasabah   yang   telah menggunakan jasanya.
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3. Pada saat pelunasan pembiayaa gadai emas: Mengenai
penyelesaian atau berakhirnya akad pembiayaan gadai syariah
diakui pada saat pokok pembiayaan telah dilunasi oleh nasabah.
Karena pembiayaan gadai syariah ini hanya sebatas sewa tempat
saja, maka pihak bank lebih memprioritaskan pengakuan biaya
sewa kemudian pengembalian pinjaman pokok dari nasabahnya
b. Pengakuan pendapatan dan beban pembiayaan gadai syariah
1. BNI Syariah mengakui pendapatan sewa pada saat pendapatan
tersebut diterima yaitu ketika nasabah membayar biaya sewa
pada saat pelunasan. Dasar pengakuan pendapatan adalah dasar
kas (cash basis)
2. Beban dalam kegiatan pembiayaan yang terdiri dari biaya-biaya
yang dikeluarkan pihak bank menyangkut pembiayaan gadai
syariah yang ditanggung oleh nasabah dan diakui pendapatan
oleh pihak bank. Hal ini diakui pada saat terjadinya atau
dikeluarkannya biaya tersebut sehingga bank tidak mencatatnya
sebagai beban tetapi mencatatnya sebagai pendapatan.
c. Penyajian dan pengungkapan pada Laporan Keuangan.
Dalam menyajikan laporan keuangan BNI syariah menyusun dan
menyajikan sesuai dengan PSAK No. 107. Dalam pelaporan tersebut,
BNI Syariah juga masih mengikuti ketentuan yang disyaratkan pada
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PSAK No. 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan.Di mana laporan
keuangan berdasar pada PSAK No. 101 tersebut terdiri atas: a) Neraca
b) laporan laba rugi c) Laporan perubahan ekuitas d) Laporan arus kas
e) Laporan sumber dan penggunaan dana zakat f) Laporan sumber dan
penggunaan dana kebajikan g) Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan
Bagi Hasil dan h) Catatan atas laporan keuangan.
2.) Pembiayaan gadai emas syariah pada BNI Syariah telah sesuai dengan
Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.26/DSN-
MUI/III/2002.
3.) Tingkat pengembalian keuntungan dari pendapatan pembiayaan gadai
syariah (rahn) untuk tahun 2010 ke tahun 2011 mengalami peningkatan
dengan persentase dari 0,31% menjadi 3,78%, begitupula untuk jumlah
nominal dari pembiayaan yang disalurkan ke masyarakat juga terjadi
peningkatan yang signifikan.
6.2 Saran
Berdasarkan hasil kesimpulan dan hasil evaluasi yang telah diuraikan
sebelumnya, maka penulis menyarankan bahwa pada pembiayaan gadai emas syariah
yang merupakan produk andalan BNI Syariah saat ini harus lebih dikembangkan
mengingat dari pencapaian baik yang diraihnya. Selain itu masyarakat juga sangat
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mendukung produk rahn ini yang juga dapat membantu kesulitan finansial mereka
dengan mudah dan cepat, sehingga dapat meningkatkan perekonomian di sector rill.
Akan tetapi dalam hal hokum Islam berdsarkan dari penjelasan sebelumnya,
unsur utama transaksi gadai emas pada dasarnya adalah transaksi pinjaman uang
(qardh) oleh nasabah kepada iB. kalau transaksinya Qardh maka tidak sepantasnya
mengambil manfaat dari harta yang pinjamkan tersebut. Karena itu solusinya adalah
dengan menggunakan mekanisme transaksi jual-beli (murobahah), kerja sama
(syirkah) dengan menjalankan seluruh ketentuan syara yang berkaitan dengan itu.
Wallahualam.
Penulis sangat menyadari bahwa penelitian ini banyak memiliki
kelemahan dan kekurangan karena minmnya data yang berhasil  diproleh di lapangan.
Minimnya data ini terjadi karena data kuantitatif yang berupa angka-angka atau
nominal tidak bisa dipublikasikan yang sudah menjadi ketentuan pihak bank. Oleh
karena itu, penulis menyarankan agar penelitian kedepannya yang terkait dengan
bank agar memberikan kemudahan untuk mengolah data-data yang diperlukan.
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LAMPIRAN
Daftar Pertanyaan Wawancara Pada Bank BNI Syariah
Cabang Makassar
NO PERTANYAAN KETRANGAN
1 Pembiyaan jenis apa saja yang di sediakan oleh BNI Syariah untuk
nasabah?
a. Pembiayaan Mudhrabah, musyarakah, dan piutang murabahah
b. Ijarah, salam, dan istishna
Lainnya ……..  Sebutkan ………..
2 Siapa saja yang boleh melakukan gadai emas pada Bank BNI Syariah?
a. Hanya muslim
b. Muslim dan non muslim
3 Apakah bank boleh/ dapat mengambil manfaat atas barang gadai emas?
a. Iya
b. Tidak
4 Pendekatan Analisis Pembiyaan Apakah Yang Digunakan Bank BNI
Syariah Dalam Kaitannya Dengan Pembiayaan?
a. Pendekatan Jaminan, Karakter, Kemampuan Pelunasan, Studi
Kelayakan, Dan Fungsi-Fungsi Bank
b. Pendekatan Jaminan, Karakter, Kemampuan Pelunasan
c. Lainnya. Sebutkan ………….
5 Bagaimana sistem pelunasan oleh nasabah terkait gadai emas ini?
a. Angsuran/ cicilan
b. Pelunasan langsung pada akhir kontrak
6 apakah emas yang digadaikan harus memiliki sertifikat/ surat
kepemilikan/ tanda bukti pembelian?
a. Iya
b. Tidak
7 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) apakah yang
digunakan  oleh pihak bank sebagai pedoman dalam gadai emas syariah?
a. PSAK 107 tentang pembiayaan ijarah karena hanya sebatas sewa
tempat
b. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.26/DSN-MUI/III/2002
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c. PSAK 107 dan atau Fatwa DSN No.26/DSN-MUI/III/2002
d. Tidak keduanya, Sebutkan …………
8 Akad apa saja yang digunakan oleh pihak bank dalam produk gadai
emas ini?
a. Akad Rahn dan Ijarah
b. Akad Rahn dan Qardh
c. Akad Rahn, Ijarah, dan Qardh
d. Lainnya. Sebutkan ……………
9. Biaya apa saja yang menyangkut gadai emas yang telah ditetapkan oleh
pihak bank?
a. Hanya biaya administrasi
b. Biaya pemeliharaan
c. Biaya administrasi dan biaya pemeliharaan (sewa tempat)
d. Lainnya. Sebutkan …………….
Berapa persentase biaya tersebut per bulannya yang ditetapkan pihak
bank?
a. 1,6% per bulan dari nilai taksiran
b. 1,5% per bulan dari nilai taksiran
c. Lainnya. Sebutkan ………………
10 Apakah pihak bank memberitahu secara rinci pengeluaran-pengeluaran




11 Analisis apakah yang digunakan juru taksir dalam menaksir nilai emas
yang akan digadaikan?
a. Analisis kimia (emas asli atau imitasi)
b. Analisis berat jenis (kadar emas dan berat)
c. Analisis kimia dan berat jenis
12 Berapa kadar emas tertinggi dan terendah yang ditetapkan pihak bank
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atas gadai emas ini?
a. 16 – 24
b. <16 – 24
c. Lainnya. Sebutkan ……………
Berapa nilai taksiran berdasarkan kadar tersebut?
Tertinggi: 24 karat = Rp
Terendah: ….karat = Rp
13 Berapa maksimum pinjaman dari nilai taksiran tersebut?
a. 80% dari nilai taksiran
b. 90% dari nilai taksiran
c. Lainnya. Sebutkan ………………..
14 Apakah ada taksiran kerugian pada produk gadai emas ini?
a. Iya
b. Tidak
Berapa persentasenya jika ada? …………
15 Pencatatan dengan basis apakah yang digunakan pihak bank dalam
pencatatan pendapatannya?
a. Cash Basis (konsep dasar kas)
b. Accrual basis (konsep dasar akrual)
16 Bagaimanakah perkembangan jumlah pembiayaan gadai emas syariah






17 Kapan pembiayaan gadai emas syariah diakui oleh pihak bank?
a. Pada saat bank menerima barang gadai
b. Pada saat bank menyerahkan kas kepada nasabah (pencairan dana)
c. Pada saat akad terjadi dan bank menyerahkan kas kepada nasabah
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Bagaimana pihak bank menjurnal terkait jawaban diatas:
Jawab:
18 Bagaimana pihak bank mengukur pembiayaan gadai emas syariah pada
saat akad telah disetujui dan penerimaan barang gadai telah dilakukan?
a. Diukur sebesar sejumlah uang yang telah diberikan kepada
nasabah
b. Diukur sebesar sejumlah uang yang telah diberikan kepada
nasabah beserta biaya ataupun pendapatan yang timbul dari akad
tersebut
Bagaimana pihak bank menjurnal terkait jawaban diatas:
Jawab:
19 Bagaimana pihak bank mengakuinya jika ada penerimaan angsuran dari
nasabah?
a. Diakui sebagai pengurang pokok pembiayaan
b. Lainnya
Sebutkan…………………………………………………
Bagaimana Pihak bank menjurnal terkait jawaban di atas:
Jawab:
20 Bagaimana pihak bank mengakuinya jika ada pelunasan pembiayaan
dari nasabah?
a. Diakui sebagai pengurang pokok pembiayaan
b. Lainnya, Sebutkan………………………………………..
Bagaimana Pihak bank menjurnal terkait jawaban di atas:
Jawab:
Pengakuan pendapatan beban
20 Kapan pengakuan pendapatan terkait gadai emas?
a. Pada saat pelunasan pinjaman oleh nasabah (Rahn) beserta
biaya-biaya yang terkait dengan gadai emas
b. Pada saat terjadinya transaksi / akad pembiayaan
c. Pada saat penerimaan angsuran/ cicilan
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d. Pada saat nasabah membayar biaya-biaya yang terkait dengan
gadai
Bagaimana pihak bank menjurnal terkait jawaban di atas:
Jawab:
Penyajian dan pengungkapan
21 Apakah pihak bank menyajikan laporan keuangan sesuai dengan PSAK
No. 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah?
a. Iya
b. Tidak
22 Bagaimana pihak bank menyajikan dalam laporan keuangan terkait
dengan gadai ini?
a. Pendapatan dari pembiayaan disajikan secara neto setelah
dikurangi beban-beban yang terkait
b. Lainnya. Sebutkan ……………………………………..
23 Bagaimana pihak bank mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait
dengan gadai ini?
a. Penjelasan yang signifikan mengenai total pembayaran
b. Sumber dana yang digunakan dalam pembiayaan
c. Agunan yg digunakan
(jawaban nomor 23 dapat disilang dan bisa lebih dari satu pilihan)
24 Bagaimana prosedur pembiayaan gadai emas?
25 Bagaiman contoh kasus (perhitungan) mengenai gadai emas?
26 Apakah semua biaya-biaya dirinci oleh bank kemudian diberitahu ke
nasabah? Atau hanya total biaya keseluruhan yang harus dibayar
nasabah?
27 Apakah biaya administrasi dan biaya sewa ditentukan berdasarkan
jumlah pinjaman yang diinginkan nasabah? Atas dasar apa biaya-biaya
ditentukan?
28 Berapa jangka waktu yang diberikan (perpanjangan) jika rahin sudah
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diperingatkan untuk melunasi utangnya sebelum marhun dilelang atau
dijual?
29 Bagaimana biaya administrasi dan biaya sewa dibayarkan di depan atau
di akhir, atau bisa juga di angsur bersama dengan angsuran pembiayaan?
30 Bagaimana jika ada sisa penjualan? Apakah diberikan kepada nasabah?
31 Berapa jumlah nasabah dan pendapatan BNI Syariah di tiga tahun
terakhir ini?
32 Bagaimana Flowchart skema pembiayaan gadai emas?
33 Pengakuan pendapatan dari bank diperoleh dari mana? Apakah berasal
dari biaya administrasi dan sewa atau hal lainnya?
34 Jika terdapat pembayaran angsuran yang kurang maka BNI Syariah akan
mengurangi pokok pinjamannya lebih dulu atau mengurangi biaya
administrasi dan biaya sewa yang harus dibayar nasabah?
35 Bagaimana rincian adminstrasi untuk gadai emas syariah?
36 Bagaimana tingakat pelunasan nasabah terhadap pembiayaan gadai emas
syariah?
37 Apa yang menjadi faktor kelancaran atau kendala dalam pelunasan
uatang nasabah ?
Flowchart  Pembiayaan Gadai Emas Syariah
Bank BNI Syariah Tbk. Cabang Makassar
Nasabah SPV GadaiJuru Taksir Teller
Emas Emas Emas Nasabah
KTP KTP









































Flowchart Perpanjangan Gadai Emas Syariah
Bank BNI Syariah Tbk. Cabang Makassar












































Flowchart Pelunasan Gadai Emas Syariah
Bank BNI Syariah Tbk. Cabang Makassar








































Emas diserahkan juru taksir kepada
Nasabah, setelah nasabah melakukan pembayaran pada teller
















